


 

KATA PENGANTAR 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk 

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan 

kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Sehingga 

penyusunan Laporan Kinerja ini dapat selesai dengan baik sebagai bentuk 

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2022. 

 Perencanaan strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi 

Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan peratutarn 

Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang  Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Tahun 2021-2026. Maka dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah merupakan 

pertanggungjawaban tahun pertama dalam periode RPJMD tersebut.iLaporan 

Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar 

peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran 

strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen 

Perjanjian Kinerja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang 



merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD tahun pertama dan 

RKPD Tahun 2021 yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 

2022. 

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi 

sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 

Sulawesi Tengah memacu kinerja ke depan lebih produktif, professional, 

efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik 

bagi masyarakat. 
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                                        BAB I

                                 PENDAHULUAN

1.1. Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan

kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level

unit/pegawai yang lebih rendah. cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan

tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta

memiliki  keterkaitan  sinergitas  (aligment),  ada  pun  cascading/pohon  kinerja  Dinas

Pemuda dan Olahraga tahun 2022 sebagai berikut :  

CASCADING/POHON KINERJA 
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2022
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CASCADING/POHON KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2022 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Tujuan/Sasaran: 

1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). 

2. Persentase Wirausaha Muda. 

3. Pertumbuhan organisasi pemuda yang aktif. 

4. Cakupan pembinaan Olahraga. 

5. Rasio Jumlah Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk. 

6. Rasio Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 Penduduk. 

Sasaran Strategis: 

1. Meningkatnya pemuda yang berwirausaha. 

2. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial 
kemasyarakatan. 

3. Meningkatnya Daya Saing Keolahragaan 

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Sasaran Kegiatan : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) 

Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran 

Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 

Sasaran Program : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 

Indikator Kinerja : Persentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

 

Jumlah data yang tersusun dan diketik 

1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Sasaran Kegiatan : Realisasi Keuangan 

Indikator Kinerja : Jumlah laporan 

pertanggungjawaban keuangan 

Jumlah program dan kegiatan Dinas yang 

di entri 

Tujuan: 

Meningkatkan Peran Pemuda dan Daya Saing Keolahragaan 

Misi 1 : 

Meningkatkan kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem 

Pendidikan dan Kesehatan Dasar 



 

4. Kegiatan :   Pemeliharaan 

Milik Daerah Penunjang 

Barang 

Urusan 
Pemerintah Daerah 

Sasaran Kegiatan 

Kepuasan Masyarakat 

: Indeks 

Indikator Kinerja : Presentase 

Pemeliharaan Barang  Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

4. Kegiatan : Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Sasaran Kegiatan 

Kepuasan Masyarakat 

: Indeks 

Indikator Kinerja : Presentase 

terlaksananya kegiatan jasa penunjang 

urusan pemerintah daerah 

Jumlah barang milik daerah yang 

terpelihara 

Jumlah laporan jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor yang tersedia 

 

  

 

 

 

 

 

 Presentase Realisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah dokumen tata usaha dan 

kepegawaian yang diketik 

2. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Sasaran Kegiatan : Indeks Kepuasa 

Masyarakat (IKM) 

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen 

Ketatausahaan dan Kepegawaian 

Jumlah laporan barang milik daerah 

yang di input 

3. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

Sasaran Kegiatan : Realisasi 

Indikator Kinerja : Presentase 

pengadaan barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintah 

2. Program 

Sasaran Program 

: Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 

: (1) Meningkatnya pemuda yang berwirausaha (2) Meningkatnya partisipasi 

pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 

Indikator Kinerja : (1) Persentase Capaian Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (2) 

Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda). 

1. Kegiatan : Penyadaran, pemberdayaan dan 

pengembangan pemuda 

kewenangan provinsi 

dan kepemudaan 

Sasaran Kegiatan 

yang berwirausaha 

Indikator Kinerja 

Kemandirian Pemuda 

: Meningkatnya pemuda 

: Prosentase 

1. Kegiatan 

Pengembangan 

: Pemberdayaan dan 

Organisasi Kepemudaan 

Tingkat Daerah Provinsi 

Sasaran Kegiatan 

partisipasi pemuda 

kepemudaan  dan 

kemasyarakatan 

Indikator Kinerja 

: Meningkatnya 

dalam organisasi 

organisasi sosial 

 

: Peningkatan 

persentase jumlah organisasi pemuda 

 

1. Menyiapkan dokumen kegiatan 

penyusunan organisasi 

kepemudaan 
2. Menyiapkan data organisasi 

3. Menyiapkan bahan pembinaan 

organisasi 

1. Menyiapkan dokumen kegiatan dan 

penyusunan kegiatan kepemudaan 

2. Menyiapkan data pemuda 

3. Menyiapkan bahan pembinaan 

pemuda dalam kegiatan 

kepemimpinan, pemberdayaan dan 

kepeloporan. 



 

1. Kegiatan : Pembinaan dan 

pengembangan olahraga Pendidikan pada 

jenjang Pendidikan yang menjadi 

kewenangan daerah provinsi 

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 

daya saing keolahragaan 

Indikator Kinerja : Persentase jumlah 

atlet yang dibina dan ketersediaan sarana 

prasarana olahraga 

1. Kegiatan : Penyelenggaraan 

kejuaraan olahraga 

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 

daya saing keolahragaan 

Indikator Kinerja : (1) Persentase 

jumlah even dan prestasi atlet (2) Jumlah 

Atlet breprestasi 

1. Kegiatan : Pembinaan dan 

pengembangan olahraga prestasi tingkat 

Nasional 

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 

daya saing keolahragaan 

Indikator Kinerja : Persentase jumlah 

pembinaan atlet berprestasi 

1. Kegiatan : Pembinaan dan 

pengembangan organisasi olahraga 

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 

daya saing keolahragaan 

Indikator Kinerja : Persentase 

pembinaan Organisasi / Cabang Olahraga 

yang dibina 

(3) Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) 

: Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 

: Meningkatnya Daya Saing Keolahragaan 

: (1) Cakupan pelatih yang bersertifikasi (2) Jumlah Atlet yang berprestasi 

3. Program 

Sasaran Program 

Indikator Kinerja 

1. Menyiapkan data jumlah atlet 

daerah yang akan diseleksi 

2. Menyiapkan jumlah data atlet 

berprestasi provinsi 

 

1. Menyiapkan data atlet dan sarana 

prasarana olahraga 

1. Menyiapkan dokumen 

penyelenggaraan kejuaraan multi 

event dan singe event tingkat 

nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menyiapkan jumlah organisasi kepramukaan provinsi 

2. Menyiapkan jumlah organisasi yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan 

1. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan 

organisasi sosial kemasyarakatan 

Indikator Kinerja : Persentase organisasi kepramukaan yang aktif 

1. Menyiapkan jumlah data 

organisasi keolahragaan 

4. Program 

Sasaran Program 

: Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 

: Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan 

organisasi sosial kemasyarakatan 

Indikator Kinerja : Persentase organisasi kepramukaan yang aktif 



 
 

       SEKSI OLAHRAGA 

          KEMASYARAKATAN 

          & LAYANAN KHUSUS 

   
SEKSI OLAHRAGA 

PENDIDIKAN 

SUB BAG 

PERENCANAAN 

PROGRAM 

SUB BAG 

KEUANGAN & ASET 

SUB BAG 

KEPEGAWAIAN & 

UMUM 

BID. 

KEPEMUDAAN 

BID. 

KEOLAHRAGAAN 

BID. KETENAGAAN, 

ORGANISASI & 

KEPRAMUKAAN 

BID. PRASARANA, 

SARANA & 

STANDARISASI 

SEKSI 

KEPEMIMPINAN 

PEMUDA 

SEKSI OLAHRAGA 

PRESTASI 

SEKSI KETENAGAAN 

& ORGANISASI 

KEPEMUDAAN 

SEKSI PRASARANA & 

SARANA 

KEPEMUDAAN 

SEKSI 

PEMBERDAYAAN 

PEMUDA 

SEKSI KETENAGAAN 

& ORGANISASI 

KEOLAHRAGAAN 

SEKSI PRASARANA & 

SARANA 

KEOLAHRAGAAN 

    SEKSI 

KEPELOPORAN 

PEMUDA 

SEKSI KETENAGAAN 

& ORGANISASI 

KEPRAMUKAAN 

SEKSI PEMBINAAN 

STANDARISASI, 

AKTREDITASI & 

SERTIFIKASI 

SEKRETARIS 

KEPALA DINAS 

1.2 Tugas,  Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi  

iiiiSulawesi Tengah 

 

Bagan/Struktur    1.1 

Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Dinas Pemuda dan Olahraga 
 
 

 

 

 

Unit Pelaksana Teknis 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 



1.2 Tugas,  Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas  iiiiiPemuda Dan 

Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai Perangkat Daerah melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah

Nomor 7 2 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas

Pemuda Dan Olahraga Provinsi sebagai berikut :

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas adalah sebagian

urusan pemerintahan di Bidang Pemuda dan Olahraga Provinsi, yang meliputi :

a. Kepemudaan, terdiri dari :

   (1)Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan   iiiiiiikepemudaan

terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, iiiiii  serta pemuda kader provinsi;

dan
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   (2)pemberdayaanodanopengembanganoorganisasi kepemudaan tingkat  iiiiiiidaerah

provinsi.

b. Keolahragaan, terdiri dari :

iiii (1)Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada  iiiiiiii  iii     ijenjang

pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;

iiiii(2)Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi;
     (3)Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat iiii iiiiiiiii nasional; dan
Iiii  (4)Pembinaan danm pengembanganm organisasim olahragam tingkat i i i i i daerah

provinsi.

c. Kepramukaan yakni pembinaan  dan  pengembangan organisasi mikepramukaan 

tingkat provinsi.

   Susunan organisasi dinas sebagai berikut :
    a. Kepala Dinas ;
    b. Sekretaris, membawahi ;
       (1)Sub Bagian Program;
       (2)Sub Bagian Keuangan dan Aset;
       (3)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
      

    c. Bidang Kepemudaan, Membawahi;

        (1)Seksi Kepemimpinan Pemuda; 

        (2)Seksi pemberdayaan Pemuda; dan

        (3)Seksi kepoloporan Pemuda.

    d. Bidang Olahraga, membawahi ;
         (1)Seksi Olahraga Prestasi;

        (2)Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;  iiiiiiiiiiiiidan
        (3)Seksi Olahraga Pendidikan.
e. Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan membawahi :

        (1)Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;

        (2)Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan; dan
        (3)Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keporamukaan.
f. Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi membawahi :

        (1)Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

        (2)Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan; dan

        (3)Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.
a.  Kepala Dinas

a) Kepalam Dinasm mempunyaim tugasm membantum Gubernur melaksanakan

urusan pemerintahanm dibidang pemuda  dan olahraga yang  menjadi

kewenanganm Daerahm Provinsim dan    Tugas   Pembantuan   yang

ditugaskan Kepala Daerah Provinsi;

b) Dalam  menyelenggarakan  tugas  dimaksud,  Kepala Dinas mempunyai 

fungsi :

1)Perumusan Kebijakan dibidang pembinaan kepemudaan,
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   keolahragaan,opembinaanoketenagaan,iorganisasi,

   kepramukaan, sarana, prasarana dan standarisasi;

2)Pelaksanaanokebijakanodiobidangopembinaan

   kepemudaan,ikeolahragaan, pembinaan ketenagaan,

   organisasi,ikepramukaan, sarana, prasarana dan

   standarisasi;

3)Pelaksanaanievaluasiidanipelaporanidiipembinaan

   kepemudaan, keolahragaan, pembinaan ketenagaan,

   organisasi, kepramukaan, sarana, prasarana dan

   standarisasi;

4)Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5)Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh iiiGubernur terkait 
dengan tugas dan fungsinya 

b.  Sekretaris
a)iMempunyaiktugasb melaksanakanb urusanb pengelolaan

m administrasi,mprogram,mkeuangan,iaset,mkepegawaian,

m umumidaniKorprimdilingkunganmDinasmserta m Menyelenggarakan tugas dan

fungsi sebagai berikut :

1)Penyiapanmbahanmperumusanmkebijakanmrencanamkerja,

mpengelolaani administrasii keuangan,aset,ikepegawaian dan umum;

2)Penyiapanmbahanmpengkoordinasianmperumusanmrencana    iiikerja,  pengelolaan

keuangan, asset, kepegawaian danmumum;

3)Penyiapan  bahan  pembinaan  teknis  operasional pelayanan  iiiadministrasi 
keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan mumum;
4)Pelaksanaanuurusanupenyusunanmrencanampengelolaan  iiikeuangan,  aset,

kepegawaian, rumah tangga daniumum;

5)Pelaksanaanipengendalianodanopemantauanupenyelenggaraan

iiiurusanupengelolaanukeuangan,iasset,mkepegawaian,mrumah iiiitangga dan umum;

6)Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan  m  m

iiikesekretariatan; dan

7)Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait iii  iiisesuai dengan

tugas dan fungsinya.

 a. Sub Bagian Program
       a)Mempunyaiotugasomelaksanakanopembinaanoteknis,

ooooo penginputanidata,iidentifikasi,manalisis,opengolahan iiiiiiiiiiiii 

iiiiiiiiiidan penyajianoinformasiodalamorangkaopenyiapanobahan  ooooo

iiiiiiiiiipenyusunanoprogram,idanimelakukanopenyiapanibahan

iiiiiiiiiimonitoring, evaluasi dan pelaporan.

       b)Uraian tugas Bagian Program Meliputi;
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           1)MelaksanakanMpengelolaanMadministrasiMdan MMMMI penyusunan

program kerja Sub Bagian Program;

           2)Melaksanakanmpenginputanmperaturanmperundang-
IIIIIIIIIIIIIundangan,mpedoman,uPetunjukuteknisupelaksanaan
IIIIIIIIIIIIIpenyusunanurencanauprogram,umonitoring,uevaluasimdan IIIIIIIIIIIIIpelaporan;

          3)Melaksanakanmpenyiapanmbahanmkoordinasimpelaksanaan mmmviiikegiatan

penyusunan program dengan pihak dan unit kerja mmmmvterkait;

          4)Melaksanakanmpembinaanmdan   petunjuk  teknis  pelaksanaan

mmmmikegiatanmpenyusunanmrencanamkerja  meliputi  pengumpulan  mmmm  data,

identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;

          5)Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data,   IIIIIIIIIIIiidentifikasi,

analisis,  pengolahan  dan  penyajian  informasi;    MMM  6)Memfalisitasi  tindak  lanjut

laporan hasil pemeriksaan;

          7)MelaksanakanMPenyiapanMlaporanMseluruhMproses  UUUUIIperencanaan

program;

          8)Melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD,
            RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
         9)Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan   IIIIIIIIIIIpelaporan

pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub IIIIIIIIIIIBagian Program;

       10)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  IIIIIIIIIIIpimpinan; dan

       11)Melaksanakanm penyiapanm bahanm monitoringm evaluasi,

IIIIIIIIIIImenyusunm danMmenyampaikanMlapopran   I I I I I I pelaksanaanm tugas

dim lingkungan SubmBagianmProgram IIIIIIIIIIIserta Dinas.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

    a)Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi,   iiiiiiipengelolaan

keuangan dan aset.

    b)Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset Meliputi;
       1)MelaksanakanIpengelolaanIadministrasiIdanIpenyusunan   IIIIIIIoprogram kerja

Sub bagian Keuangan dan Aset;

       2)MenghinpunIperaturanIperundang-undanganIpedoman,

IIIIIIIIIpetunjukIteknisIdanIpetunjukIpelaksnaanIpengelolaan IIIIIIIIIkeuangan dan asset;

       3)MelaksanakanIpenyiapanIbahanIkoordinasiIpelaksanaan    UUIIII IIIIIIIIIkegiatan

keuangan dan asset dengan pihak lain dan unit kerja IIIIIIIIIterkait;

    II4)MelaksanakanMpembinaanMteknisMpelaksanaanMkegiatan  IIIIIIIIpengelolaan

keuangan dan aset;

    II5)MelakukanMurusanMperbendaharaan,MverifikasiMdan  MMII  IIIIIIIIadministrasi

pengelolaan keuangan dan aset;

    II6)Melaksanakan   pengelolaan   tata   usaha   keuangan,   aset,  IIII  I     IIIIIIIIdan

penyiapan pembayaran gaji pegawai;
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    I7)Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan  IIIII IIIIIIIbukan pajak

daerah;

    8)Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
    9)MelakukanMevaluasiMterhadapMkegiatanMpengelolaan  IIII   IIIIIIkeuangan dan

aset;

   10)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh IIIII IIIIIIpimpinan; dan

    11)Melaksanakan  penyiapan  bahan  moniotoring,  evaluasi   UUUIdanMpelaporan

pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  dan  aset   IIIIIIIIdilingkungan  Sub Bagian

keuangan dan aset serta Dinas.

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

    a)MempunyaiMtugasMmelaksanakanMpembinaanMteknis

iiiiiiipengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat IIIIIImenyurat.

    b)Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:

      1)Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun IIIIIIIIrencana kerja Sub

Bagian Kepegawaian dan Umum;

     2)Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman,  OOOpetunjuk teknis

dan petunjuk pelaksanaan  pengelolaan  0000urusan  kepegawaian,  rumah  tangga,

umum dan Korpri;

    3)Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri   o o i dilingkungan dan 
Dinas;
    4)Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan  mmiurusan

kepegawaian dan umum;

    5)Melaksanakan/menyiapkanmbahanmusulanmkenaikkan

iiiiiiipangkat,kenaikanmgajimberkala,penetapanmstatusmkepega  iiiiiiiwaian,  pembuatan

Kartu  Pegawai, Kartu  BPJS,  TASPEN,

iiiiiiiKartumSuami/Istri,mSKP,mpersuratan,mkehumasan,idokumentasiiiiiiiiarsip,

kepustakaan  dan hukum;

    6)Melaksanakan/mengelola Angka kredit Jabatan Fungsional 

       tertentu
    7)Melaksanakan  penyusunan  Nominatif  dan Daftar  Urut   uuuKepangkatan  serta

mengelola Sistem Informasi Manajemen iiiiiiiKepegawaian;

    8)Melaksanakanmurusanmrumahmtangga,mpenyiapan

       Pelaksaanaanmupacara,irapat,ipenerimaan,itamu,ikebersihangdan iiiiiiikeamanan

di lingkungan kantor;

    9)Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil  penyelenggaraan  iiiiiikegiatan Sub

Bagian Kepegawaian dan iUmum;

   10)Melaksanakanmtugasmkedinasanmlainmyangmdiperintahkan iiiiiiiipimpinan;
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  11)Melaksanakan  penyiapan   bahan   dan   data,   serta  iimenyusun

iiiiiiidanumenyampaiknamlaporanmhasilmkegiatanmSubmBagian  mm mmKepegawaian

dan Umum serta Dinas.

d.  Bidang Kepemudaan
a)Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

iiikoordinasi,vfasilitasi,mevaluasimsertampelaporanmterhadap

   penyelenggaraanmfungsimpembinaanmkepemimpinanmpemuda,

iiipembinaanmpemberdayaanmpemuda,mdanmpembinaan

kepoloporan pemuda.

DalammmenyelenggarakanmtugasnyamBidangmKepemudaan  mempunyai

fungsi :

1)Penyiapan   bahan   perumusan   kebijakan   teknis   di   bidang

uipembinaan kepemimpinan pemuda,pembinaan pemberdayaan iiipemuda dan 

pembinaan kepoloporan pemuda;

2)Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
aipepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda dan iiipembinaan 

kepoloporan pemuda

3)Penyiapan    bahan    pembinaan/bimbingan    teknis    di    bidang  iiipembinaan

kepemimpinan  pemuda,  pembinaan  pemberdayaan  iiipemuda  dan  pembinaan

kepeloporan pemuda;

4)Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan

iiibahanmkebijakanmteknismdimbidangmkaderisasi,mpendayagu   iiinaanidan

pengembangan kepemimpinan pemuda;

5)Melaksanakan  urusan  pemerintahan  dan  pelayanan  umum  di

mbidangmkederisasi,mpendayagunaanmdanmpengembangan  mkepemimpinan

pemuda;

6)Melaksanakan pengawasan Seksi Kepemimpinan Pemuda;
7)Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada iiipimpinan iiiberkenaan dengan

pelaksanaan tugas di bidang iiipengembangan iiikepemimpinan pemuda;

8)Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan  di  iiilingkungan  Seksi

Kepemimpinan Pemuda;

9)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh iiipimpinan; dan

10)Melaksanakan  penyiapan  bahan  dan  data,  serta  menyusun iiiidan menyampaian

bahan laporan pelaksanaan tugasiSeksi iiiiKepemimpinan Pemuda.

b. Seksi Pemberdayaan Pemuda

a)Mempunyai  tugas  melaksanakan  penyiapan  bahan  perumusan  mkebijakan,

koordinasi,  standar,  prosedur  dan  pemberian  mbimbingan

iiiteknis,mmonitoring,mevaluasimdanmpelaporanmterhadap  iiipenyelenggaraan

kegiatan pemberdayaan pemuda.
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b)Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda meliputi :

1)Melaksanakan  pengelolaan  administrasi  dan  Menyusun  rencana     ukerja  Seksi

Pemberdayaan Pemuda;

2)Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan I   i i petunjuk teknis 
pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan iiiPemuda;
3)Melaksanakan   koordinasi,   fasilitasi   dan   pembinaan  teknis

mdanmevaluasimdalammrangkampelaksanaanmkegiatan   iiiPemberdayaan   Pemuda

dengan  pihak  dan unit terkait;

4)Melaksanakan  pengumpulan,  pengolahan  dan  perumusan  mbahan    y kebijakan

teknis   di    bidang peningkatan wawasan,  mkapasitas  uIPTEK dan IMTAK dalam

pemberdayaan pemuda dan mkepemudaan;

5)Melaksanakan urusan kepemerintahan dan pelayanan  umum mdi  bbidang

peningkatan wawasan, kapasitas IPTEK dan IMTAK mdalam bpemberdayaan pemuda

dan kepemudaan;

6)Melaksanakan pengawasan Seksi Pemberdayaan Pemuda
7)Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada  mpimpinan  ibberkenaan

dengan pelaksanaan tugas di bidang mpemberdayaan ibPemuda;

8)Melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  penyelenggaraan  di  mlingkungan  Seksi
Pemberdayaan Pemuda;

9)Melaksanaka tugas kedinasan lain yang diberikan oleh mpimpinan; ibdan

10)Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta  menyusun  iiiiidan

ibmenyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi iiiPemberdayaan Pemuda.

   c. Seksi Kepeloporan Pemuda

    a)Mempunyaimtugasmmelaksanakanmpenyiapanmbahan iiiiiiiperumusanmkebijakan,

koordinasi,  standar,  prosedur,  dan

iiiiiiipemberianmbimbinganmteknismdanmsupervisimserta  iiiiiii

iiiiiiipemantauan,evaluasimdanMpelaporanMterhadap ooooo oooo iiiiiiipenyelenggaraan

kegiatan kepoloporan pemuda.

    b)Uraian tugas Seksi Kepeloporan Pemuda meliputi :

       1)pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja IIIIIIIIISeksi Kepeloporan 

Pemuda;

       2)Menghimpun   peraturan   perundang-undangan, pedoman  dan

kkiiiiiiipetunjukmteknismpelaksanaanmkegiatanmSeksimKepeloporan iiiiiiiiiiiPemuda;

       3)Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan III  ii iiiiiievaluasi

dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kepeloporan III     iiiiiiiiiiiPemuda dengan pihak dan

unit terkait;

Iiiiiiii  4)Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan  IIi  Iiiiiiiii    bahan

kebijakan teknis di  bidang pembinaan pengembangan IIi Iiiiiiiii    aktivitas, kepoloporan

dan kewirausahaan pemuda;
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         5)Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

IIi         dibidang  pembinaan  pengembangan  aktivitas  kepoloporan  dan  IIi   iiiiiiiiii

kewirausahaan pemuda;

        6)Melaksanakan pengawasan Seksi Pemberdayaan Pemuda;
        7)Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan iiii i berkenaan

dengan pelaksanaan tugas Seksi Kepoloporan ii iiiiiiiiiiiPemuda;

       8)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh iii  iiiiiiiiiipimpinan; dan

       9)Melaksanakan  penyiapan  bahan  dan  data,  sertaiimenyusun   ii  mmmdan

menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi iiiiiiiiiiKepoloporan Pemuda.

d.  Bidang Keolahragaan

   a)Mempunyaimtugasmmelaksanakanmpenyiapanmbahan

mmperumusan  kebijakan,  koordinasi,  Fasilitasi, evaluasi  serta

iiiiiipelaporanmterhadapmpenyelenggaraanmfungsimOlahraga   m

kkkPrestasi,mOlahraga  Kemasyarakatan,  Layanan  Khusus  dan  mmOlahraga

Pendidikan.

   b)Uraian tugas Bidang Keolahragaan meliputi :
      1)Penyiapanmbahanmperumusanmkebijakanmteknisdi  bidang  mm

uuuuOlahragamPrestasi,mOlahraganKemasyarakatan,mLayanan  iiiiiiiiiiKhusus  dan

Olahraga Pendidikan;

      2)PenyiapanmbahanmpelaksanaanmdibidangmOlahragamPrestasi,

mmmOlahragamKemasyarakatan,mLayananmKhususidanmOlahraga

ooooiiPendidikan;

      3)Pendyiapanmbahanmpembinaan/bimbingan teknis di  i i  m m i bidang Olahraga

Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan,mLayanan iiiiiiiii Khusus dan Olahraga Pendidikan;

Mm4)Penyiapan  bahan  evaluasi  penyelenggaraan  tugas  di  bidang iiimmOlahraga

Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus iiimiiidan Olahraga Pendidikan;

mm5)Pelaksanaan   fungsi   lainnya   yang   diberikan   oleh   pimpinan  iiimmsesuai

dengan  tugas dan  fungsinya; dan

m  6)Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan

iiim  bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Olahraga Prestasi, iiim mmiiOlahraga

Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga iiimiiPendidikan.

    a. Seksi Olahraga Prestasi

        a)Mempunyai  tugas  melaksanakan  penyiapan  bahan

iiiiiiiiiiiperumusanmkebijakan,koordinasi,mstandar,mproseduri

iiiiiiiiidan pemberian bimbingan teknis, monitoring,mevaluasi     i i i i i dan pelaporan

terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga iiiiiiiiiiiprestasi.

b) Uraian tugas Seksi Olahraga Prestasi meliputi :

    1)Melaksanakan  pengelolaan  administrasi  dan  menyusun iiiiiiiprogram kerja Seksi

Olahraga prestasi;
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    2)Menghimpun  peraturan  perundang-undangan, pedoman dan iiiiiiipetunjuk  teknis 
pelaksanaan  kegiatan  Olahraga iiiiiiii iiiiiiiPrestasi

    3)Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis

iiiiiiidanmevaluasimdalammrangkampelaksanaanmkegiatanmOlahraga  mimPrestasi

dengan pihak dan unit terkait;

    4)Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan  iiiiiiibahan kebijakan

teknis Seksi Olahraga Prestasi;

     5)Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum  iiiiiiiiSeksi Olahraga

Prestasi;

     6)Penyusunan   konsep   saran   dan   pertimbangan   kepada  iiiiiiiipimpinan

berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang iiiiiiiiOlahraga Prestasi;

      7)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh iiiiiiiiiipimpinan; dan

      8)Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun     i i i i i dan 

menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi iiiiiiiiiOlahraga Prestasi.

b. Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus

    a)Mempunyaimtugasmmelaksanakanmpenyiapanmbahan

iiiiiiperumusanmkebijakan,koordinasi,mstandar,mprosedurmdan

iiimpemberianmbimbinganmteknis,mmonitoring,mevaluasimdan    i i i pelaporan

terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengendalian  i i i  mviOlahraga Kemasyarakatan

dan Layanan Khusus.

    b)Uraian tugas Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan

iiiiiiiKhusus meliputi :

        1)Melaksanakanmpengelolaanmadministrasimdanmmenyusun

iiiiiiiiiiiiprogrammkerjamSeksimOlahragamKemasyarakatanmdan  iiiiiiiiiiiiLayanan

Khusus;

iiiiiiiii2)Menghimpun  peraturan  perundang-undangan, pedoman

iiiiiiiiiiiidan  petunjuk  teknis  pelaksanaan  kegiatan  Olahraga

           Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;

        3)Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis  iiiiiiiiiiiidan evaluasi

dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan  Olahraga  iiiiiiiiiiiiKemasyarakatan  dan  Layanan

Khusus dengan pihak dan iiiiiiiiiiiiunit terkait;

        4)Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan  iiiiiiiiiiiibahan

kebijakan teknis Seksi Olahraga Kemasyarakatan iiiiiiiiiiiidan Layanan Khusus;

        5)Melaksanakanmurusanmpemerintahanmdanmpelayanan

          umummSeksimOlahragamKemasyarakatanmdanmLayanan iiiiiiiiiiiKhusus;

        6)Melaksanakan  pengawasan  di bidang  Olahraga

iiiiiiiiiiiKemasyarakatan dan Layanan Khusus;
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        7)PenyusunanmKonsepmsaranmdanmpertimbanganmkepada

iiiiiiiiiiipimpinanmberkenaanmdenganmpelaksanaanmtugasmSeksi  iiiiiiiiiiiOlahraga

Prestasi;

        8)MelaksanakanmMonitoringmdanmevaluasimpenyelenggaraan

iiiiiiiiiiidilingkunganmSeksimOlahragamKemasyarakatanmdan iiiiiiiiiiiLayanan Khusus;

      9)Melaksanakanmtugasmkedinasanmlainm yangmdiberikanmoleh  iiiiiiiiiipimpinan;

dan

    10)Melaksanakanmpenyiapan bahanmdanmdata,bserta  menyusun  mmmdan

menyampaikan bahan laporan pelaksanaaniSeksi Olahraga miiimKemasyarakatan dan

Layanan Khusus.

c. Seksi Olahraga Pendidikan
    a)Mempunyaimtugasmmelaksanakanmpenyiapanmbahan

iiiiiiperumusanmkebijakan,mkoordinasi,mstandar,mprosedur

iiiiiidanmpemberianmbimbinganmteknis,mmonitoring,mevaluasi

i i i danmpelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Olahraga pppPendidikan.

    b)Uraian tugas Seksi Olahraga Pendidikan meliputi :

      1)Melaksanakanmpengelolaanmadministrasimdanmmenyusun  IIIIIIIIprogram kerja

Seksi olahraga pendidikan;

2)Menghimpun  peraturan  perundang-undangan, pedoman dan iiipetunjuk teknis 

pelaksanaan kegiatan Olahraga Pendidikan;

3)Melaksanakanmkoordinasi,nfasilitasindannpembinaannteknis

iiidannevaluasindalammrangkampelaksanaanmkegiataniOlahraga  iiiPendidikan dengan

pihak dan unit terkait;

4)Melaksanakannpengumpulannpengolahanndannperumusankbahan iiikebijakan teknis

Seksi Olahraga Pendidikan;

5)Melaksanakan urusan pemerintahan danmpelayanann umum di  mbidang Olahraga

Pendidikan;

6)Melaksanakanmpembinaan,mpengembanganmdanmpenyelenggaraan  miven

olahraga pendidikan;

7)Melaksanakan pengawasan Seksi Olahraga Pendidikan;
8)Penyusunan  Konsep  saran  dan  pertimbangan  kepada  ipimpinan

niberkenaanndengannpelaksanaanntugasnSeksinOlahraga Pendidikan;

9)MelaksanakannMonitoringndannevaluasinpenyelenggaraanndi  iiilingkungan  Seksi

Olahraga Pendidikan;

10)Melaksanakanntugasnkedinasannlainnyangndiberikannoleh iiiiipimpinan; dan

11)Melaksanakan  penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan  iiiiimenyampaikan 

bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Olahraga iiiiiPendidikan.

e.  Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan

a)Mempunyaimtugasmmelaksanakanmpenyiapanmbahan
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iiiperumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta

   pelaporanmterhadapmpenyelenggaraanmfungsimKetenagaan,

mOrganisasimKepemudaan,mOrganisasimKeolahragaanmdan

mOrganisasi Kepramukaan.

b)UraianmtugasmBidangKetenagaan,mOrganisasimdan

kiKepramukaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1)Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Ketenagaan, i iOrganisasi 

Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi i i Kepramukaan;

2)Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Ketenagaan,  iiiOrganisasi

Kepemudaan,mOrganisasimKeolahragaanmdan  iiiOrganisasi

Kepramukaan;

3)Penyiapanmbahani i pembinaan/bimbinganmteknismdibidang  iiiOrganisasi

Kepemudaan,mOrganisasimKeolahragaanmdan  iiiOrganisasi

Kepramukaan;

4)Penyiapanmbahanmevaluasimpenyelenggaraanmtugasmdibidang,

iiiOrganisasimKepemudaan,oOrganisasimKeolahragaanmdan  Organisasi

iiiKepramukaan;

5)Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai iidengan tugas dan

fungsinya; dan

6)Penyiapan  bahan  dan data,  serta  menyusun  dan  menyampaikan  iibahan  laporan

pelaksanaan tugas  di bidang,

iiOrganisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi iiKepramukaan.

   a. Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan

a)Mempunyai  tugas  penyiapan  bahan  perumusan  danipelaksanaan

iiikebijakan,iikoordinasi,istandar,mprosedurmdanmpemberian

mbimbinganmteknis,,monitoring,ievaluasiidanmpelaporan

mterhadapmpenyelenggaraan kegiatan Ketenagaan dan Organisasi mKepemudaan.

b)Uraian tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan sebagai mberikut:

      1)Melaksanakan pengelolaan administrasi  dan  menyusun

         program kerja Seksi ketenagaan dan Organisasi iiiiiiiii iiiiiiiiiKepemudaan;
      2)Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman nnnndan petunjuk teknis

pelaksanaan kegiatan Seksi ketenagaan   iiiiiiii dan Organisasi Kepemudaan;

      3)Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis

iiiiiiiiidanmevaluasimdalammrangkampelaksanaanmkegiatan  iiiiiiiiiketenagaan  dan

Organisasi Kepemudaan dengan pihak dan mmmunit terkait;

mm4)Melaksanakan  urusan pemerintahan dan pelayananiumum  iiimmdibidang Seksi

ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;

mm5)Melaksanakanmpembinaanmdanmpengawasan

iiiiiiiiipenyelenggaraamSeksimketenagaanmdanmOrganisasi mmmKepemudaan;
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mm6)Penyusunan  Konsep  saran  dan  pertimbangan  kepada

   mmpimpinan  berkenaan  dengan  pelaksanaan  tugas  Seksi  mmmketenagaan dan

Organisasi Kepemudaan;

mm7)Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan  mmmdi  lingkungan

Seksi Kepemudaan;

mm8)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh iiimmpimpinan; dan

mm9)Melaksanakan  penyiapan  bahan  dan  data,serta  Menyusun

mmmdanmenyampaikanmbahanm laporanmpelaksanaanmtugasm mi  Seksi

ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan.

b. Seksi Ketenagaan dan Organiasasi Keolahragaan
      a)Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan kkkkpelaksanaan kebijakan,

koordinasi,  standar,  prosedur  dan  kkkkpemberian  bimbingan  teknis,  monitoring,

evaluasi dan  kkkkpelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Ketenagaan  kkkkdan

Organisasi Keolahragaan.

     b)Uraian  tugas Seksi  Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan  iiiiiiiisebagai

berikut :

1)Melaksanakan  Pengelolaan  administrasi  dan  menyusun

   program    kerja    Seksi    Ketenagaan    dan    Organisasi    iiiKeolahragaan;

2)Menghimpun  peraturan  perundang-undangan, pedoman  dan   iiipetunjuk  teknis

pelaksanaan kegiatan Seksi ketenagaanidan iiiOrganisasi Keolahragaan;

3)Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis  dan  iiievaluasi  dalam

rangka  pelaksanaan  kegiatan  ketenagaan  dan iiiOrganisasi Keolahragaan dengan

pihak dan unit terkait;

4)Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusanibahan  iiikebijakan teknis

Seksi ketenagaan dan Organisasi iKeolahragaan;

5)Melaksanakan  urusan pemerintahan  dan  pelayanan  umum  di    kbidang Seksi

ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;

6)Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan    iiiSeksi ketenagaan 
dan Organisasi Keolahragaan
7)Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan oiberkenaan dengan

pelaksanaan tugas Seksi ketenagaan dan oiOrganisasi Keolahragaan; 

8)Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan  di  iiilingkungan  Seksi

ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;

9)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanm oleh mpimpinan; dan

10)Melaksanakan  penyiapan  bahan  dan  data,  serta  Menyusun  dan

m menyampaikanm bahanm laporanm pelaksanaanm tugasm Seksi  iiiiketenagaan dan

Organisasi Keolahragaan.

    c. Seksi Ketenagaan dan Organiasasi Kepramukaan
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       a)Mempunyaimtugasmpenyiapanmbahanmperumusanmdan

iiiiiiiiipelaksanaankkebijakan,ikoordinasi,mstandar,mprosedurmdan

iiiiiiiiipemberianmbimbinganmteknis,mmonitoring,mevaluasimdan

iiiiiiiiipelaporanmterhadapmpenyelenggaraanmkegiatanmKetenagaan  iiiiiiiiidan

Organisasi Kepramukaan.

b)  Uraian  tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan
    sebagai berikut :

1)MelaksanakanmPengelolaanmadministrasimdanmmenyusun

mprogrammkerjamSeksimKetenagaanmdanmOrganisasimKepra mmukaan;

2)Menghimpunmperaturanmperundang-undangan,mpedomanmdan  mpetunjuk teknis

pelaksanaan kegiatan Seksi ketenagaan dan iiiOrganisasi Kepramukaan;

3)Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis  dan  mevaluasi  dalam

rangka  pelaksanaan  kegiatan  ketenagaan  dan  mOrganisasi  Kepramukaan  dengan

pihak dan unit terkait;

4)Melaksanakan  urusan  pemerintahan  dan  pelayanan  umum  di    mbidang  Seksi

ketenagaan dan Organisasi kepramukaan;

5)Melaksanakanpengumpulan,mpengolahanmdanmperumusanibahan  mkebijakan

teknis Seksi ketenagaan dan Organisasi iiKepramukaan;

6)Melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraaniSeksi mketenagaan

dan Organisasi Kepramukaan;

7)Penyusunan   Konsep   saran  dan   pertimbangan   kepada  iiipimpinan  oiberkenaan
dengan pelaksanaan tugas Seksi ketenagaan dan oiOrganisasi Kepramukaan

8)MelaksanakanoMosnitoringodanoevaluasioipenyelenggaraan  iiidilingkungan  Seksi

ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;

9)Melaksanakanm tugasm kedinasanm lainm yangm diberikanm oleh iiipimpinan; dan

10)Melaksanakan  penyiapan  bahan dan  data,sertaimenyusun  dan

m menyampaikanb bahannlaporannpelaksanaanntugasnSeksi    iiiiketenaga ooan dan

Organisasi Kepramukaan.

     f.   Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi

a)Mempunyai  tugas melaksanakan penyiapan koordinasi,  fasilitasi,  iiiperumusan dan

pelaksanaan kebijakan,  evaluasi serta  pelaporan  iiiterhadap penyelenggaraan Fungsi

Prasarana, Sarana Kepemudaan,  iiiKeolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi

ldan Sertifikasi.

b)Uraian tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi i i Standarisasi sebagai

berikut :

1)Penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  teknis  di   bidang  iiiPrasarana,  Sarana

Kepemudaan, Keolahragaan,PembinaaniStandarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
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2)Penyiapan bahan Pelaksanaan kebijakan di bidangmPrasarana,  iiiSarana

Kepemudaan, Keolahragaan, PembinaanmStandarisasi, iiiAkreditasi dan Sertifikasi;

3)Penyiapan  bahan  pembinaan/bimbingan teknis  dibidang  iiiSarana

Kepemudaan,   Keolahragaan,   Pembinaan Standarisasi,  iiiAkreditasi  dan

Sertifikasi;

4)Penyiapan   bahan   evaluasi   penyelenggaraan   tugas   di   bidang  iiiSarana

Kepemudaan,  Keolahragaan,  Pembinaan Standarisasi,  iiiAkreditasi  dan

Sertifikasi;

5)Pelaksanaan  fungsi  lainnya  yang  diberikan  oleh  pimpinan  iiisesuai  dengan

tugas dan fungsinya; dan

6)Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan  iiibahan

laporan  pelaksanaan  tugas  di  bidang  Prasarana,  Sarana

iiiKepemudaan,mKeolahragaan,iPembinaaniiStandarisasi,  mAkreditasi  dan

Sertifikasi.

a. Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan

    a)Mempunyaimtugasmmelaksanakanmpenyiapanmbahan iiiiiiperumusan dan

pelaksanaan  kebijakan, koordinasi, standar iiiiiiprosedur dan  pemberian

bimbingan  teknis,  monitoring,  iiiiiievaluasi,  dan  pelaporan  terhadap

penyelenggaraan kegiatan iiiiiiPrasarana dan Sarana Kepemudaan.

    b)Uraian  tugas  Seksi  Prasarana  dan  Sarana  Kepemudaan  iiiiiiiisebagai

berikut:

1)Melaksanakanmpengelolaanmadministrasimdanmmenyusun  iiiprogram kerja

Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

2)Menghimpun   peraturan   perundang-undangan, pedoman  dan iiipetunjuk

teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Seksi Prasarana iiidan Sarana Kepemudaan;

3)Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis

iiidan evaluasibdalam rangka pelaksanaan kegiatan Prasarana iiidan  Sarana

Kepemudaan  dengan pihak dan unit terkait;

4)Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayananiumum di    i i bidang Seksi

Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

5)Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan

mbahanmkebijakanmteknismSeksimPrasaranamdanmSarana mKepemudaan;

6)Melaksanakan  pembinaanmdan  pengawasan  penyelenggaraan  mSeksi

Prasarana  dan Sarana Kepemudaan;
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7)Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan  i i berkenaan 
dengan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan mSarana Kepemudaan;

8)Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan  di  iiilingkungan

Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

9)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh upimpinan; dan

10)Melaksanakan  penyiapan  bahan  dan  data,  serta  Menyusun  iiiiidan

menyampaikan  bahan laporan pelaksanaa tugas  Seksi     iiiiiPrasarana dan

Sarana Kepemudaan

b. Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan

      a)Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan   iiiiiiiiiperumusan dan

pelaksanaan  kebijakan, koordinasi, standar iiiiiiiiiprosedur dan  pemberian

bimbingan  teknis,  monitoring,    i i i i i i evaluasi,  dan  pelaporan  terhadap

penyelenggaraan kegiatan i i i i i i Prasarana dan Sarana Keolahragaan;

      b)Uraian tugas Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan  iiiiiiiiiisebagai

berikut:

1)Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun iiiprogram kerja Seksi

Prasarana dan Sarana Keolahragaan;

2)Menghimpun  peraturan  perundang-undangan, pedoman
   dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana dan iiiSarana 
Keolahragaan;
3)Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis  dan  iiievaluasi

dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan  Prasaranaidan  iiiSarana  Keolahragaan

dengan pihak dan unit terkait;

4)Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di  iiibidang Seksi

Prasarana daniSarana Keolahragaan;

5)Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan

mbahanmkebijakanmteknis Seksi Prasarana dan Sarana mKeolahragaan;

6)Melaksanakan pembinaan dan  pengawasan  penyelenggaraan  iiSeksi

Prasarana dan Sarana Keolahragaan;

7)Penyusunan  Konsep  saran  dan  pertimbangan  kepada
   pimpinan  berkenaan  dengan  pelaksanaan  tugas  Seksi
   Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
8)Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di   iilingkungan

Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;

9)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh iiipimpinan; dan
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10)Melaksanakan  penyiapan  bahan  dan  data,  serta  Menyusun  iiiiidan

menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi    i i i iPrasarana dan

Sarana Keolahragaan

    
c. Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan sertifikasi
    a)Mempunyaimtugasmmelaksanakanmpenyiapanmbahan mmperumusan

dan pelaksanaan  kebijakan, koordinasi, standar mmprosedur dan  pemberian

bimbingan  teknis,  monitoring,    mmevaluasi, dan  pelaporan

terhadapmpenyelenggaraan  mmkegiatan  Pembinaan

Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;

    b)Uraian tugas Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan
       Sertifikasi sebagai berikut :
1)Melaksanakanmpengelolaanmadministrasimdanmmenyusun  mprogram  kerja

Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan mSertifikasi;

2)Menghimpun  peraturan  perundang-undangan, pedoman
Mdan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan mStandarisasi, 
Akreditasi dan Sertifikasi;
3)Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis  dan  iiievaluasi

dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan  iiiStandarisasi, Akreditasi dan

Sertifikasi dengan pihak dan unit iiiterkait;

4)Melaksanakan  urusan  pemerintahan   dan  pelayanan  iumum

kdibidangkSeksikPembinaankStandarisasi,mAkreditasimdan iiiSertifikasi;

5)Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan  iiibahan kebijakan

teknis Seksi Pembinaan Standarisasi, iiiAkreditasi dan Sertifikasi;

6)Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan      i iSeksi 
Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
7)Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan ooberkenaan

dengan  pelaksanaan  tugas  Seksi  Pembinaan  ooStandarisasi,  Akreditasi  dan

Sertifikasi;

8)Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di  oolingkungan

Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan iii iiiiSertifikasi;

9)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh iiipimpinan; dan

10)Melaksanakan  penyiapan  bahan  dan  data,  serta  Menyusun  iiiidan

menyampaikan  bahan  laporan  pelaksanaan  tugas Seksi     iiiPembinaan

Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi

Tengah  berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi  Tengah Peraturan

Gubernur Sulawesi Tengah Nomor  72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan
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Susunan Organisasi  Perangkat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah, sebagai

berikut :

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu-isu Strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi,

analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda

dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode tahun 2021–2026.

Identifikasi  Permasalahan  Berdasarkan  Tugas  dan     Fungsi

Pelayanan Perangkat  Daerah  Dinas  Pemuda  dan   Olahraga   Provinsi

Sulawesi Tengah  mempunyai tugas dan fungsi utama perumusan kebijakan,

teknis urusan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, kemitraan, sarana

dan prasarana,  menyelenggarakan urusan olahraga   dan   pemuda,

pembinaan   dan  pelaksanaan tugas-tugas olahraga  dan pemuda,

pengkoordinasian. Terdapat  permasalahan yang dapat di identifikasikan

berdasarkan Tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 1.2

        Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No
.

Masalah
Masal

ah
Akar MasalahPokok

1 Masih a. Belum tersedianya 
data terpadu 
kepemudaan
yang memadai dan 
terintegrasi baik 
pusat dan daerah 
yang mudah diakses 
dan valid;

b. Belum  memiliki
system  informasi
kepemudaan  berbasis
IT;

c. Belum optimalnya 
peran Lembaga 
Permodalan 
Kewirausahaan 
Pemuda (LPKP) dan 
anggaran 

- Tidak     adanya     
Lemahnya terpilah        keterkaitan
Kapasitas dengan  kepemudaan  

diKepemudahan Provinsi            
SulawesiTengah.

- Base  data  yang  
tidakterintegrasi     

diseluruhwilayah.

- Tidak adanya 
program yang 
dibentuk untuk 
mendorong pihak 
industri menjadi 
mitra bagi pemuda

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip) Dispora 2022  21



2 Belum
Optimalnya
pengemban
gan
Keolahraga
an

a. Kurangnya 
koordinasi antar
Perangkat
Daerah Terkait 
dan Kab/Kota 
serta pelibatan 
masyarakat dan 
dunia usaha 
dalam 
pembudayaan
olahraga;

b. Masih kurangnya 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana (ruang
terbuka olahraga 
publik) dan 
ketersedian 
infrastruktur 
olahraga sebagai
tempat untuk 
mengakomodasi 
program yang 
mencakup 
kegiatan latihan 
dan kompetisi;

c. Masih 
rendahnya 
kualitas dan 
kuantitas tenaga
pendukung 
olahraga 
masyarakat 
seperti pelatih, 
instruktur, wasit,
juri, fisioterapi, 
dokter dan ahli 
gizi;

d. Belum adanya 
mekanisme 
pengumpulan 
data dan 
pemetaan 
potensi olahraga 
daerah yang 
dimulai dari 

- Belum 
Terbentuknya
tim 
Koordinasi
melibatkan 
stakeholder 
terkait (pihak 
swasta ) dalam 
peningkatan 
pengembangan 
industri 
olahraga.

- Masih terbatas 
pelaksanaan 
pengembangan 
sarana prasarana
olahraga sesuai 
peruntukkannya.

- Belum 
optimalnya 
pelatihan dan 
pengembanga
n kapasitas 
pelatih, 
instruktur, 
wasit, juri, 
fisioterapi, 
dokter dan ahli
gizi.

- Tidak adanya 
Laporaan dan 
Dokumen dalam
hal pemetaan 
potensi olahraga
dalam tingkat 
Kab/Kota.

- Belum adanya 
regulasi yang 
mengatur 
olahraga dan 
pelaku 
keolahragaan.

- Masih 
kurangnya 
kompetensi 
pelatih dan atlit .
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No.
Masalah

Masalah Akar MasalahPokok
3 Masih a. Gerakan Pramuka - Masih kurangnya

Lemahnya belum mampu menarik koordinasi antar
Kapsitas minat kaum muda lembaga terkait dalam
Kepramukaan milenial untuk aktif; pelaksanaan kegiatan

b. Belum adanya data muda.
terpadu kepramukaan
di Provinsi Sulawesi
Tengah

- Belum maksimalnya
rencana program /
kegiatan antar pengambil 
kebijakan (stakeholder) 
pada Dispora Prov. 
Sulteng dan Kwartir 
Daerah (Kwarda), serta 
Kwartir Cabang 
(Kwarcab) Kab/Kota

Upaya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang

sudah, sedang dan akan dilakukan adalah meningkatkan kinerja

aparatur  dan meningkatkan koordinasi  dengan OPD Pemerintah Provinisi

Sulawesi Tengah   dan   Kabupaten/Kota   untuk   menyamakan   persepsi

dibidang pembinaan olahraga dan pemuda.

1. Telaahan  Visi,  Misi  dan  Program  Kepala  Daerah  dan  Wakil 
Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu

“Gerak  Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih  Maju”,

memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang

akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Sulawesi

Tengah  dapat  lebih  berperan  dalam  perubahan  yang  terjadi  di  lingkup

nasional, regional, maupun global.

2. Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Tengah tersebut adalah :

Makna kata “Gerak Cepat” Dapat dimaknai sebagai suatu tindakan

yang  dilakukan   secara   cepat   melebihi   tindakan   normal,   termasuk   cepat

dalam  bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat

mengetahui  jika  terjadi  suatu  kesalahan  untuk  kemudian  memberikan  solusi

yang tepat. Kata   “Lebih   Sejahtera”   Dapat   dimaknai   sebagai   gambaran

kondisi  masyarakat   Provinsi   Sulawesi   Tengah   yang   terbebas   dari
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ancaman   dan tekanan   fisik,    terpenuhi    kebutuhan   dasarnya,    baik

pangan,    sandang,  perumahan yang layak dan memperoleh akses

pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas

dan  adil  bagi  seluruh  masyarakat serta terbukanya  kesempatan kerja dan

kesempatan berusaha  dengan penghasilan  yang lebih memadai.  Lebih

Sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses

yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan potensi dirinya untuk

memenuhi  kebutuhan  dasarnya secara  ekonomi  dan  sosial  serta  terciptanya

rasa aman dari berbagai ancaman.

Sedangkan kata “Lebih Maju”, Gambaran dari kondisi suatu

masyarakat  yang lebih dinamis  dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi

dengan  perubahan,  ke  arah yang  lebih  baik  melalui  berbagai  inovasi  yang

terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Lebih

Maju  dapat  pula  merupakan  suatu  kondisi  kehidupan  komunitas  masyarakat

yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat

mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri.

Dalam  rangka  pencapaian  visi yang  telah   ditetapkan dengan tetap

memperhatikan   kondisi   dan   permasalahan   yang   ada   serta   tantangan

kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki,  maka ditetapkan 9

(sembilan) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui reformasi

sistem pendidikan dan kesehatan dasar;

2. Mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum dan penegakkan nilai-

nilai kemanusiaan dan HAM;

3.  Mewujudkan     peningkatan     kesejahteraan     masyarakat      ooomelalui
pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan iiiiiikelembagaan;
4.iiiMewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur ii  iiiiiidaerah;

5.  Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan

berkeadilan;

6.  Menjaga  harmonisasi  manusia  dan  alam,  antar  sesama  ii  imanusia
sebagai wujud pembangunan berkelanjutan;

7.   Melakukan    sinergitas    kerjasama    pembangunan    antar  daerah

bertetangga sekawasan maupun didalam Provinsi  Sulawesi  Tengah dan

diluar Provinsi bertetangga;
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 8. Meningkatkan  pelayanan  publik  bidang  pendidikan  dan  iiiiiiikesehatan

berbasis pada teknologi  informasi  yang terintegrasi  iiiiiiidan dijalankan secara

sistimatis dan digital; serta

9.  Mendorong  pembentukan  Daerah  Otonom  Baru  (DOB) agar  iiiiiiiterjadi

percepatan dan desentralisasi pelayanan dan iiiiiiipeningkatan lapangan kerja

serta peningkatan produktifitas iiiiiiisektor unggulan daerah.

Berdasarkan telaahan  terhadap Visi  dan  Misi Pemerintah Provinsi

Sulawesi  Tengah  serta  analis  faktor  internal  dan  eksternal  di  lingkungan

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, dengan mengacu pada

misi Sulawesi Tengah yang berhubungan erat dengan tugas dan fungsi Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari 9 (sembilan) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut

Dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya,

sebagai salah satu OPD  yang  mempunyai  tugas yaitu  membantu  Gubernur

melaksanakan  urusan  pemerintahan  di bidang  pemuda  dan  olahraga  yang

menjadi kewenangan Daerah Provinsi  dan tugas pembantuan, yang termaktub

pada misi pertama (1). Meningkatkan kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah

melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

“ Tujuan”   Mewujudkan   Peningkatan   Kualitas   Manusia   Provinsi

Sulawesi Tengah melalui Reformasi  Sistem Pendidikan berbasis Vokasi  dan

Pelayanan Kesehatan Dasar dan merata.

“Indikator  Tujuan” Indeks  Pembangunan  Manusia
(IPM).
“Sasaran   Strategis”   Meningkatnya   Peran   Pemuda   dan   Daya Saing
Keolahragaan.

“Indikator  Sasaran  Strategis” Indeks Pembangunan Pemuda
(IPP).

Faktor-faktor penghambat  khususnya  pembinaan kepemudaan  dan

keolahragaan  yaitu  masih  belum  terdatanya organisasi  pemuda, organisasi

olahraga, kegiatan  kepemudaan juga kegiatan keolahragaan, serta prasarana

kepemudaan dan keolahragaan.
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Tabel 1.3

Telaahan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur

N
o

Visi dan Misi Tusi PD Faktor 
Penghambat

Faktor
Pendoron

gVisi Urusan 1. Masih lemahnya 1. Adanya
“Gerak Cepat Menuju Kepemudaan koordinasi dengan dukungan dari
Sulteng Lebih dan OPD teknis terkait, pemerintah
Sejahtera dan Lebih Keolahragaa

n kab/kota dalam pusat dan
Maju” pembinaan 

pemuda
provinsi dalam

dan olahraga meningkatkan
Misi kemandirian
“Meningkatkan 2. Kurangnya pemuda dan
kualitas Manusia kuantitas dan prestasi
Provinsi Sulawesi kompetensi, 

sarana
olahraga

Tengah melalui prasarana 
Pemuda

Sulawesi
Reformasi Sistem dan Olahraga Tengah
Pendidikan dan
Kesehatan Dasar” 3. Rendahnya 2. Adanya

partisipasi dan komitmen
kepemimpinan Kepala Daerah
pemuda dalam yang kuat
sosial politik untuk

memajukan
4. Munculnya Olahraga.

berbagai
penyimpangan 
danpembelokan arah
ideologi 
dikalanganPemuda

5. Pandemi Virus
covid-19 yang
belum berakhir

 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penelaahan  faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

yang mempengaruhi dan menyelesaikan permasalahan pembangunan Daerah

di  Provinsi  Sulawesi  Tengah dimana  permasalahan  tersebut  terurai

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip) Dispora 2022  26



dimasyarakat  sehingga  dapat dirangkai  menjadi  suatu  isu  strategis  melalui

proses peninjauan dari :

1.  Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

2.  Sasaran jangka menegah pada RENSTRA K/L;

3.  Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Untuk mengurai permasalahan didalam proses pelayanan kepemudaan

dan  keolahragaan  yakni  :  menyiapkan  format data  yang terintegrasi pada

teknologi  informasi   yang  dapat  terukur,  mendorongmkaum mudamsebagai

bagian  kewiraswastaan  (entrepreneurship),  serta  keterlibatan  pemangku

kepentingan (stakeholder) pada masing-masing Kab/Kota di Sulawesi Tengah.

Pada  bagian  keolahragaan,  mengoptimalkan  peran  swasta  dalam  olahraga

industri  serta  peningkatan  seluruh  peran  elemen  pelaku  olahraga  dalam

membudayakan olahraga pada masyarakat.

Kaitannya dengan Renstra K/L yaitu meningkatkan peran pemuda dalam

berinovasi pada bidang-bidang yang digemari untuk mencapai kemandirian dan

berdaya saing, sedangkan dibagian lain pemudapun diharapkan dapat berperan

kebugaran jasmani dalam mencapai prestasi  olahraga ditingkat  regional  dan

internasional.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya

instansi  yang  menangani  Tata  Ruang,  diperlukan  waktu  untuk  menghasilkan

kebijakan-kebijakan   keruangan   yang   optimal.   Demi  terwujudnya

pembangunan  wilayah  perkotaan  yang  berkelanjutan,  diperlukan  penataan

ruang  sesuai  dengan  daya  dukung  wilayah  yang mampu  berfungsi  sesuai

dengan   kemampuan   wilayahnya,   dicerminkan   dengan   sarana prasarana

pemuda dan olahraga yang memadai. Dengan adanya lembaga khusus yang

tersedia  diharapkan mampu menangani  masalah berupa alih  fungsi    lahan,

keterbatasan   ruang   publik,   ruang   terbuka   hijau   dan penggunaan lahan

yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak akan menjadi masalah dasar

pada perencanaan kedepan. Permasalahan sebagai wilayah yang luasnya tidak

hanya  diselesaikan  dengan  perencanaan  dan  pengelolaan  infrastruktur  saja

tanpa terintegrasi dengan masyarakat di sekitarnya. Hal  tersebut  disebabkan

karena   permasalahan   yang   terjadi  muncul  sebagai  akibat  dari  interaksi

kegiatan  antar  wilayah  satu  dengan  yang  lain,  sehingga  muncul  suatu

ketergantungan  antar  Kota/Kabupaten  dalam  merencanakan  dan  mengelola

infrastruktur.
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Memperhatikan isu-isu strategis tersebut, terkait dengan  dinamika

perkembangan   masalah   pembinaan   pemuda   dan   olahraga   di   Provinsi

Sulawesi   Tengah   baik   kualitas   maupun   kuantitasnya,   maka   terdapat

beberapa isu strategis yaitu :

1. Kepemudaan

             Perlunya memperkokoh dan melakukan penguatan fungsi   Koordinasi

sebagai implementasi atas Peraturan Presiden d. d. Penguatan tugas dan

wewenang Kementerian Pemuda dan Olahraga  sesuai  iiiiUndang-Undang

nomor 12 tahun 2010 Gerakan Pramuka yaitu iiiimembimbing, mendukung dan

memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan  iiiikepramukaan.   Dinas   Pemuda

dan   Olahraga   juga berwenang untuk  melakukan  pengawasan  terhadap

pendidikan  kepramukaan,  agar  sesuai  dengan  prinsip  dasar  pendidikan

kepramukaan yang menggunakan sistem among.

             Penguatan tugas dan wewenang Kementerian Pemuda dan Olahraga

sesuai  Undang-Undang  nomor  12  tahun  2010  Gerakan Pramuka

yaitummembimbing, mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan

kepramukaan.  Dinas

PemudandanmOlahragamjugamberwenangmuntukmmelakukanmpengawasanm

terhadapmpendidikan  kepramukaan,agar  sesuai  dengan  prinsip  dasar

pendidikan kepramukaan yang menggunakan sistem among.

             Nomor 66 Tahun 2017itentang Koordinasi Lintas Sektor Kepemudaan,

diantaranya:

a. Surat   Keputusan   Gubernur   Sulawesi   Tengah   untuk   i i ianggota 
Kelompok Kerja;

b.Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah untuk mengatur i ikeanggotaan, tugas,

tata kerja, tugas sekretariat, Rencana i iAksi Daerah (RAD)

B.Penerjemahan  dan pemilihan atas Indikator Kinerja Utama iiii(IKU) Dinas

Pemuda dan Olahraga dari adanya Indeks iiiii iiiii bbPembangunan Kepemudaan

(IPP):

a.Penajaman strategi dan program / kegiatan / sub kegiatan u untuk

menjawab tantangan kebutuhan dan gaya hidup u pemuda milenial;

b.Penguatan  jejaring  kelembagaan  dalam  pemberiani layanan  u kepemudaan

berbasis sistem;

c.Menyusun   mekanisme   pendataan   dan   evaluasai   u kepesertaan 
organisasi kepemudaan dan komunitas pemuda;
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d.Penguatan tugas dan wewenang Kementerian Pemuda dan mOlahraga

sesuai  iiiiUndang-Undang  nomor  12  tahun  2010  mGerakan Pramuka  yaitu

iiiimembimbing,  mendukung  dan  mmemfasilitasi  penyelenggaraan  Pendidikan

iiiikepramukaan.   mDinas   Pemuda   dan   Olahraga   juga berwenang untuk

i i melakukan   pengawasan   terhadap   pendidikan  kepramukaan,  magar

sesuai    i i .dengan    prinsip    dasar    pendidikan  mkepramukaan  yang

menggunakan iiiisistem among.

2. Keolahragaan
    A. Penajaman strategi di bidang olahraga meliputi dua hal yaitu:

a. Budaya olahraga (implementasi atas Inpres Nomor 1 Tahun 2017

tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat/GERMAS) ; dan

b. Pembinaan   Cabang   Olahraga   didukung   oleh   Peraturan   Presiden

Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional

(PPON);

c. Penguatan  koordinasi  dengan  didahului  oleh  disusunnya  kebijakan

keolahragaan yang   menjadipanduan/pedoman   Pemerintah   Daerah

dalam penyelenggaraan keolahragaan;

d. Sport Development Index (SDI) akan menjadi salah satu IKU Dinas 
Pemuda dan Olahraga

e. Dengan  terbitnya  Instruksi   Presiden  Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Percepatan Pembangunan  Persepakbolaan      Nasional  menjadi

momentumuntuk   mewujudkan    lahirnya    tim  sepakbola   yang

profesional dan berprestasi. Yaitu tim sepakbola putra dan tim sepak bola

putri.  Agar  supaya  cita-cita  tentang  kemajuan  tim  sepakbola  terwujud

maka perlu keterlibatan aktif dari Induk Cabor sepakbola yakni Persatuan

Sepakbola   Seluruh  Indonesia  (PSSI),   Perangkat  Daerah  terkait,

Pemerintah Kabupaten/Kota dan swasta;

f. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi

Birokrasi Nomor  40/41 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pelatih

sebagai  implementasi  dari  Kebijakan  Pemerintah/Presiden  untuk

memberikan penghargaan  kepada  para  atlet  berprestasi  dengan

mengangkatnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dinas Pemuda

dan Olahraga sebagai  instasi  pembina  perlu  membentuk  struktur  yang

khusus  menangani pembinaan  atlet dan  karier  Pelatih  se Sulawesi

Tengah;
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g. Keberadaan lembaga-lembaga adhoc yang berada dibawah naungan

dan koordinasi   Dinas   Pemuda   dan   Olahraga   masih   penting

dipertahankan sebab masih sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan

keolahragaan.  Badan-badan  yang  dimaksud  adalah  Badan  Standarisasi,

Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), Lembaga Anti Doping  Indonesia

(LADI),  Badan  Olahraga  Professional  Indonesia (BOPI). Sedangkan

organisasi  yang  sifatnya  koordinatif  seperti  Komite  Olahraga  Nasional

Indonesia  (KONI),  Komite  Olimpiade  Indonesia/National   Olympic

Committee  (KOI/NOC),  National Paralympic   Committee   (NPC),   dan

Komite    Olahraga    Rekreasi  Masyarakat  Indonesia  (KORMI)  agar

supaya  dapat  efektif maka  perlu  penataan ulang pola hubungan

kelembagaan yang lebih bersifat fungsional.

1.4  Dukungan SDM, sarana prasaran

Dalam pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing tentunya perlu

didukung oleh sarana dan prasana yang memadai.  sarana merupakan barang/benda

bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas fungsi unit  kerja,

dengan kata lain, sarana merupakan suatu barang yang dapat berpindah tempat yang

digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan Sarana dan prasarana tentu sangat penting

untuk  kenyamanan  dan  kelancaran  selama  berlangsungnya  proses  Pekerjaan.  Oleh

karena itu diperlukannya kualitas yang maksimal untuk hasil yang maksimal juga. Untuk

Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasrana yang digunakan dalam mendukung kinerja

suatu Instansi dalam Hal Dinas Pemuda dan Olaharaga Provinsi Sulawesi Tengah telah

maksimal dalam penggunaannya, hal tersebut terlihat pada Apratur yang menjalankan

aktifitas dengan menggunakan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dalam

dukunganya telah maksimal untuk suatu pekerjaan.

Sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban Aparatur Sipil Negara bahwa telah

ditetapkan  kebijakan  pemerintah  dalam  hal  pengembangan  sumberdaya  manusia

melalui pelatihan, sosialisasi dan juga bimbingan teknis, berdasarkan hal tersebut dapat

dimaksimalkan suatu pekerjaan dalam lingkup pemerintah dapat terlaksana dengan baik

dengan Aparatur Sipil Negara yang mampu menjalankan suatu tugas dan fungsi sesuai

dengan aturan dan Standar Operasional Pelayanan (SOP), tentunya dari SOP ini akan

menjadi dasar suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan aturan, sehingga dapat

disimpulkan bahwa dukungan sumberdaya manusia  dan sarana prasarana yang ada

telah mampu dimanfaatkan dalam suatu lingkup pekerjaan.
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TABEL 1.4
JUMLAH PEGAWAI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA BERDASARKAN

GOLONGAN

No STATUS
            Kondisi Akhir

Kondisi
Tahun

 P-RENSTRA 2016-2021 2022

1 Golongan IV 15 Orang   13 Orang

2 Golongan III 47 Orang   57 Orang

3 Golongan II 25 Orang   15 Orang

JUMLAH 87 Orang   85 Orang
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TABEL 1.5

JUMLAH PEGAWAI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL

No
Tingkat

pendidikan

Kondisi Akhir Kondisi Tahun
P-RENSTRA  2016-
2021

2022

1 S-3 - -    Orang

2 S-2 16 Orang   17 Orang

3 S-1 36 Orang   45 Orang

4 D-3 1 Orang   - Orang

5 SLTA 34 Orang   23 Orang

6 SLTP - - - -

JUMLAH 87 -   85 Orang
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TABEL 1.6

JUMLAH PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

TAHUN 2022

NO JENIS ASSET VOLUME JUMLAH

1 Tanah 977122 M² 8 Lokasi 

2 Peralatan dan Mesin   1.026 Unit

3 Gedung dan bangunan 955 M² 9 Lokasi

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 

2 Lokasi

5 Asset Tetap lainya
 

8

6 Konstruksi dalam pengerjaan
 

2
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1.5 Tindak lanjut atas Hasil Laporan Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Sesuai  dengan  hasil  evaluasi  atas  system  akuntabilitas  kinerja  instansi

pemerintah  Dinas  Pemuda  dan  Olahraga  Provinsi  Sulawesi  Tengah  yang  dimana

terdapat  beberapa  point  yang  menjadi  bahan  evaluasi  diantaranya  nilai  SAKIP yaitu

68,12% masih tergolong pada kategori B atau (>60-70 Baik) sehingga pada kriteria yang

ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

telah diterangka bahwa telah memiliki system yang dapat digunakan untuk manejemen

Kinerja.  Sementara  itu  pada  perencanaan  kinerja  yang  dimana  pada  komponen

perencanaan staretgis dengan kontribusi nilai sebesar 8,63% dari bobot sub komponen

sebesar 10,00%.

Jika dilihat dari hasil evaluasi SAKIP ini masih perlu adanya perbaikan-perbaikan

dokumen  perencanaan  hal  tersebut  tergambar  pada  hasil  evaluasi  dari  beberap

dokumen  perencanan  sehingga  arah  kebijakan  yang  harus  dilakukan  oleh  Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah adalah menindaklanjuti hasil evaluasi

tersebut  dengan melakukan berbagai  macam perbaikan-perbaikan dokumen,  Adapun

beberapa  perbaikan  dokumen  tersebut  telah  dijabarkan  dalam  menindaklanjuti  hasil

evaluasi antara lain : 

- Mengembangkan  mekanisme publik  dengan  mengunakan  teknologi  informasi

(membuat website)

- Membuat rencana aksi secara tertulis dan diotoriasi oleh pejabat

- Melakukan  mekanisme  dan  implementasi  (reward/penghargaan  punishment)

terhadap keberhasilan atau kegagalan capaian target kinerja

- Melaksanakan mekanisme monitoring terhadap pencapaian target kinerja secara

berkala
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021- 2026

yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor

13  Tahun 2021 maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi

Tengah merumuskan kebijakan dan langkah- langkah stategis untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di bidang Kepemudaan dan

Keolahragaan, dalam rangka mewujud visi Kepala Daerah “Gerak Cepat

Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang

akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Sulawesi

Tengah dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup

nasional, regional, maupun global Penjabaran  makna  dari  Visi  Sulawesi

Tengah  tersebut  adalah  : Makna  kata  “Gerak  Cepat”  Dapat  dimaknai

sebagai  suatu  tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan

normal, termasuk cepat  dalam  bertindak  untuk  menyelesaikan  berbagai

masalah,  serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk

kemudian memberikan solusi yang tepat.Kata “Lebih Sejahtera” Dapat

dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah

yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan

dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh

akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih

berkualitas dan adil  bagi seluruh masyarakat serta terbukanya

kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan   penghasilan yang

lebih memadai.

Lebih Sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang

memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan
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potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi dan

sosial  serta  terciptanya rasa aman dari berbagai ancam Sedangkan kata

“Lebih Maju”, Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis

dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, ke arah

yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan

ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Lebih Maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan

komunitas  masyarakat  yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun

budaya  sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi

secara mandiri.

Dalam rangka pencapaian visi  yang telah ditetapkan  dengan tetap

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan

kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9

(sembilan) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

1.Meningkatnya  kualitas  manusia  Provinsi  Sulawesi  Tengah  mmelalui

reformasi sistem Pendidikan dan Kesehatan dasar

2.Mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum  

3.Penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM

4.Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur mdaerah

5.Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang  mmerata  dan

berkeadilan 

6.Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama mmanusia sebagai

wujud pembangunan berkelanjutan

7.Melakukan  sinergitas  Kerjasama  pembangunan  antar  daerah

mbertetangga sekawan maupun didalam Provinsi  Sulawesi  mTengah dan

diluar Provinsi bertetangga

8.Meningkatkan  pelayanan  publik  bidang  Pendidikan  dan  Kkesehatan

berbasis pada teknologi informasi yang kterintegritas dan dijalankan secara

sistematis dan digital, kserta 

9.Mendorong  pembentukan  Daerah  Otonom  Baru  (DOB)  agar  kiterjadi

percepatan dan desentralisasi pelayanan dan mpeningkatan lapangan serta

peningkatan produktifitas sector munggulan daerah  

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Provinsi

Sulawesi  Tengah  serta  analis  faktor  internal  dan  eksternal  di lingkungan

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, dengan mengacu

pada  misi  Sulawesi  Tengah  yang  berhubungan  erat dengan tugas dan

fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari 9 (sembilan) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut
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dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya,

sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga yang

menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas, yang termaksud pada misi

pertama (1). Meningkatkan kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah

melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

“  Tujuan” Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manusia Provinsi

Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan berbasis Vokasi dan

Pelayanan Kesehatan Dasar dan merata.

“Indikator  Tujuan”  Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Sasaran Strategis”   Meningkatnya   Peran   Pemuda   dan   Daya

Saing Keolahragaan.

“Indikator  Sasaran  Strategis” Indeks Pembangunan Pemuda

(IPP).

Faktor-faktor  penghambat  khususnya  pembinaan  kepemudaan dan

keolahragaan yaitu masih belum terdatanya organisasi pemuda, organisasi

olahraga, kegiatan kepemudaan juga kegiatan keolahragaan, serta

prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Misi  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tengah tersebut  dijabarkan oleh

Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah,  sebagai  salah

satu perangkat daerah, yang mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga yang

menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Daerah Provinsi

“Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah

Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesejahtraan Dasar”,

Dalam  rangka  pencapaian  Misi  I  dengan  tujuan  mewujudkan

peningktan kualitas manusia provinsi  Sulawesi tengah melalui reformasi

sistem Pendidikan berbasis vokasi dan pelayanan Kesehatan dasar yang

merata, dan dengan sasaran pembangunan : 

1.Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas mPendidikan;

2.Meningkatnya  akses  serta  kuantitas  dan  kualitas  mKesehatan

masyarakat;

3.Meningktanya konsumsi perkapita;

4.Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal; dan

5.Meningkatnya peran pemuda dan daya saing keolahragaan 

1.  maka  Dinas  Pemuda  dan  Olahraga  Provinsi Sulawesi Tengah

menetapkan 3 (tiga) Indikatotor Kinerja Utama (IKU) sebagai upaya
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pencapaian Misi Pemerintah Daerah 

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 disusun sebagai :

a. Acuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Sulawesi Tengah ;

b. Bahan Masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA),  Prioritas  Plafon  Anggaran Sementara  (PPAS)  dan  Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi

Sulawesi Tengah

c. Bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kegiatan

bidang kepemudaan dan keolahragaan;

d. Instrumen bagi Dinas Pemuda dan Olahraga untuk

mengukurmkinerjamdimbidangmkepemudaanmdan keolahragaan;

dan

e. Acuan dalam penyusunan evaluasi kinerja dan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam menentukan Strategi dan  Arah Kebijakan  Dinas Pemuda  dan Olahraga

Provinsi   Sulawesi   Tengah  diperlukan  relevansi  dan  konsistensi antar  pernyataan

visi  dan  misi   RPJMD  periode  berkenaan   (2021-2026) dengan tujuan, sasaran,

strategi,   dan arah kebijakan Dinas Pemuda dan  Olahraga Provinsi Sulawesi

Tengah, strategi sebagai berikut :

1.Memberikan fasilitas bagi peningkatan kemandirian pemuda;

2.Memberikan fasilitas bagi peningkatan profesionalisme SDM, kuantitas mdan kualitas

sarana prsarana;

3.Sistem pembinaan dan koordinasi pengembangan keolahragaan yang mberkelanjutan

4.Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Pemuda

5.Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Program

6.Meningkatkan Pembinaan Atlet, Pelatih, Wasit, Juri serta Prasarana mdan sarana

7.Melakukan koordinasi pada semau pengambil kebijakan (stakeholder)

2.3. Sturuktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
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Perencanaan pemerintahan  dan pembangunan di Sulawesi  Tengah diarahkan

untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota

dengan  melibatkan peran masyarakat  (individu, keluarga, kelompok,  masyarakat  dan

organisasi  non  pemerintah  yang  berkepentingan  dengan  kegiatan  dan  hasil

pembangunan  baik  sebagai  penanggung  biaya,  pelaku,  penerima manfaat  maupun

penanggung jawab).

Sebagaimanamperencanaanmpembangunanmlainnya,   perencanaan fasilitas

olahraga dan pemuda merupakan perpaduan perencanaan yang :

1.Partisipatif;

2.Dari atas (top-down); dan

3.Dari bawah (bottom-up).

Perencanaan Partisipatif  dilaksanakan dengan  melibatkan  semua pihak yang

berkepentingan  (Stakeholder), untuk mendapatkan aspirasi dan  menciptakan rasa

memiliki. Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana dan

penegakan rambu-rambu  substansi serta  administrasi;  sementara  perencanaan dari

bawah dilaksanakan  agar rencana  program  benar-benar  realistik  sesuai  kondisi,

kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui

musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang  akurat  dan  dapat

dipertanggung jawabkan, komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  pada  Dinas  Pemuda  dan  Olahraga Provinsi

Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

1. Menyusun   Renstra   sebagai   acuan   rencana   program   jangka menengah,

mengacu pada RPJMD 2021-2026;

2. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan

Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD);

3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan

kebutuhan/Kondisi aktual di bidang pemerintahan dan pembangunan

4. Merumuskan Jabaran Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahunan

secara lebih “Holistik Integratif” sesuai kebutuhan, kemampuan  di  dalam

konteks Pembangunan Daerah dan bidang lain, tidak Eksklusif dan Konservatif;

5. Mencermati  proporsi-proporsi  antar  ruang-ruang  mata  anggaran sehingga

pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada  biaya  terbuang, kegiatan optimal

mengacu pada rambu-rambu pekerjaan sosial. Hal ini sangat perlu disadari, agar

karakteristik program-program  pemerintahan umum  di  Sulawesi  Tengah  jelas
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dan terjaga;

6. Membuka komunikasi,  informasi,  koordinasi  yang  lebih luas   dan bermanfaat

bagi Daerah,  Masyarakat,  Dunia Usaha  dan lintas   sektor  dalam  proses

perencanaan,  untuk  mempertegas  Eksistensi,  memperkaya  muatan  dan

menyerap aspirasi, perhatian untuk jajaran Legislatif;

7. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan sumber daya

yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan provinsi,

kabupaten/kota masyarakat optimal, demikian  pula dengan  sosialisasi secara

reguler dengan jajaran  pengawasan sehingga  antara  fungsi  Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengawasan benar-benar selaras; dan

8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukan sumber APBN

(Dekonsentrasi  dan Tugas  Perbantuan),  sehingga  perpaduan APBD-  APBN

dapat diarahkan untuk :

a. Meningkatkan Jangkauan Sasaran Organisasi; dan

b. Meningkatkan koordinasi pembinaan keolahragaan dan  pemuda  di

Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mendukung upaya koordinasi pemerintahan dan  pembangunan  maka

diperlukan peningkatan kualitas  dan kuantitas sumber daya manusia,  sarana  dan

prasarana  serta  penganggaran yang cukup selain menyusun  rencana  upaya

peningkatan pemerintahan dan pembangunan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah;

-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat  uDaerah

-Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- oSKPD

-Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-oSKPD

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

-Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

-Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

-Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan oAkhir Tahun

SKPD

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

-Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

-Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang oMilik Daerah

pada SKPD

4) Kegiatan   Administrasi   Pendapatan   Daerah   Kewenangan   Perangkat

Daerah

-Sub  Kegiatan  Penyuluhan  dan  Penyebarluasan  Kebijakan  oRetribusi
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Daerah

5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

-Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kKelengkapannya

-Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan yTugas dan

Fungsi 

-Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

-Sub  Kegiatan  Bimbingan  Teknis  Implementasi  Peraturan  uPerundang-

Undangan

6) Kegiatan   Administrasi Umum Perangkat Daerah;

-Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi  yListrik/Penerang Bangunan

Kantor

-Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-Sub  Kegiatan  Penyediaan  Bahan  Bacaan  dan  Peraturan  uPerundang-

Undangan

-Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

-Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan oKonsultasi SKPD

7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik  Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

-Sub Kegiatan Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau  oKendaraan

Dinas Jabatan

-Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

-Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

-Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,  Biaya  uPemeliharaan dan

Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau kKenderaan Dinas Jabatan

-Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya iPemeliharaan, Pajak

dan Perizinan Kenderaan Dinas iOprasional atau Lapangan

-Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan :

1) Kegiatan   Penyadaran,   Pemberdayaan,   dan   Pengembangan   Pemuda

dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi;

-Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan iPeningkatan

Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi

-Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan oPeningkatan

Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda iiProvinsi

-Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan iPeningkatan
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oKapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 

-Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan iiPasukan Pengibar

Bendera

-Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, iiPemeliharaan dan

Pengawasan Prasarana dan Saran iiKepemudaan Provinsi

-Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pemuda dan  oOrganisasi

Pemuda Provinsi yang berprestasi

-Sub  Kegiatan  Pelaksanaan  Koordinasi  Strategis  Lintas  oSektor

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui uImplementasi Rencana

Aksi Daerah/ RAD Tingkat Provinsi

2) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan

Tingkat Daerah Provinsi.

-Sub Kegiatan Koordinasi,  Sinkronisasi dan Pelaksanaan  oPemberdayaan

Pemuda atau Organisasi Kepemudaan  0Melalui  Kemitraan Dengan Dunia

Usaha 

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan :

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada

Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;

-Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan iPembentukan dan

Pengembangan Pusat  Pembinaan  dan  iPelatihan  Olahraga serta  Sekolah

Olahraga yang idiselenggarakan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha

-Sub  Kegiatan  Koordinasi,  Sinkronisasi,   dan  Pelaksanaan  iiPenyediaan

Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi

2) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;

-Sub  Kegiatan  Penyelenggaraan  Kejuaraan  Olahraga  Multi  sEvent  dan

Single Event Tingkat Provinsi

-Sub  Kegiatan  Partisipasi  dan  Keikutsertaan  Dalam  iPenyelenggaraan

Kejuaraan dalam Multi sEvent dan Single IEvent

3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat

Nasional

-Sub Kegiatan Pemberiaan Penghargaan Olahraga Provinsi

4) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.

-Sub Kegiatan Standarisasi Organisasi Keolahragaan 

-Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan :

1) KegiatanmPembinaanmdanmPengembanganmOrganisasi Kepramukaan.

-SubmKegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi kKepramukaan Provinsi
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-Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan iProvinsi

-SubmKegiatanmPenyelenggraanmKegiatanmKepramukaan iProvinsi

Berikut  adalah  indikator  kinerja  Program  yang   dilaksanakan  pada Dinas

Pemuda dan Olahraga yang diselaraskan dengan RPJMD Provinsi  Sulawesi  Tengah

Tahun 2021-2026,  yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Indikator kinerja 

yang ditetapkan adalah :

(1) Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

2.    Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan

Indikator kinerja adalah :

(1) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);

(2) Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi

     pemuda).

3. Program   Pengembangan   Kapasitas   Daya   Saing   Keolahragaan, 

Indikator kinerja adalah :

(1)  Cakupan Pelatih yang bersertifikasi; 

(2)  Jumlah atlet yang berprestasi;

(3)  Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta). 

TABEL 2.3

STRUKTUR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

TERKAIT LANGSUNG PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2022

No Sasaran

program/kegiatan

/Sub Kegiatan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan
Bertambah/Berkurang

1 2 3 4 5 6

Meningkatnyaa 

kapasitas dan 

akuntabilitas 

kinerja 

birokrasi 

Program penunjang

urusan 

pemerintahan 

daerah provinsi

1

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

 163.180.100  369.967.050  206.786.950 

2  

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

 125.179.700  330.446.475  205.266.775 
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3  

Koordinasi dan 

Penyusunan DPA- 

SKPD

 12.001.375  12.001.375 0

4  

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Perubahan DPA-

SKPD

 12.000.625  13.520.800  1.520.175 

5  

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

 13.998.400  13.998.400 0

6  

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah

 8.604.058.687  8.773.786.658  169.727.971 

7  

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN  8.537.059.487  8.537.077.158  17.671 

8  

Koordinasi dan 

Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD

 14.999.650  171.732.950  156.733.300 

9  

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD

 51.999.550  64.976.550  12.977.000 

10  

Administrasi 

Barang Milik 

Daerah pada 

Perangkat Daerah

 57.944.650  209.641.950  151.697.300 

11  

Pengamanan 

Barang Milik 

Daerah SKPD

 45.499.800 174.007.100            128.507.300 

12  

Rekonsiliasi dan 

Penyusunan 

Laporan Barang 

Milik Daerah pada 

SKPD

 12.444.850 35.634.850              23.190.000 

13  

Administrasi 

Pendapatan Daerah

Kewenangan 

Perangkat Daerah

 4.438.800  4.438.800 0

14  

Penyuluhan dan 

Penyebarluasan 

Kebijakan Retribusi

Daerah

 4.438.800  4.438.800 0

15  

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

           50.615.00

0 
        323.124.000            272.509.000 

16  
Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta 

             38.115.0

00 
           

           173.775.000 
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Atribut 

Kelengkapannya
211.890.000 

17  

Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi

               5.000.0

00 

             

30.261.000 
             25.261.000 

18  

Sosialisasi 

Peraturan 

Perundang- 

Undangan

               7.500.0

00 

               

8.835.000 
               1.335.000 

19  

Bimbingan Teknis 

Implementasi 

Peraturan 

Perundang-

Undangan

0
             

72.138.000 
             72.138.000 

20  

Administrasi Umum

Perangkat Daerah
           92.839.75

1 
        334.947.464            242.107.713 

21  

Penyediaan 

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

               5.098.5

01 

             

22.121.889 
             17.023.388 

22  

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

             21.516.2

50 
             

35.554.100 

             14.037.850 

23  

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

               8.025.0

00 
             

10.224.975 

               2.199.975 

24  

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan

             13.200.0

00 
             

13.200.000 

 0 

25  

Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

               5.000.0

00 

             11.670.0

00 

               6.670.000 

26  

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD

             40.000.0

00 

           242.176.5

00 

           202.176.500 

27  

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

           84.187.50

0 

        430.957.300            346.769.800 

28  

Pengadaan 

Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

             25.500.0

00 

             25.500.0

00 

 0 
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29  

Pengadaan Mebel                9.000.0

00 

               9.000.0

00 

 0 

30  

Pengadaan 

peralatan dan 

mesin lainnya

             49.687.5

00 

           396.457.3

00 

           346.769.800 

31  

Penyediaan jasa 

penunjang urusan 

pemerintah daerah

     1.673.800.000     2.354.581.250            680.781.250 

32  

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

           767.000.0

00 

           717.094.2

50 

-            49.905.750 

33  

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

           906.800.0

00 

        1.637.487.0

00 

           730.687.000 

34  

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

        354.522.600         509.294.200            154.771.600 

35  

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan

dan Pajak 

Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

           277.322.6

00 

           345.445.2

00 

             68.122.600 

36  

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan

             65.000.0

00 

             66.000.0

00 

               1.000.000 

37  

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

             12.200.0

00 

             97.849.0

00 

             85.649.000 

38

 Meningkatnya 

pemuda yang 

berwirausaha

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEPEMUDAAN

 1.624.472.575     3.516.250.538      1.891.777.963 

39   Penyadaran, 

Pemberdayaan, dan

Pengembangan 

Pemuda dan 

Kepemudaan 

Kewenangan 

 1.574.472.575         

3.466.250.538 

        1.891.777.963 
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Provinsi

40  

Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Penyelenggaraan 

Peningkatan 

Kapasitas Daya 

Saing Pemuda 

Pelopor Provinsi

 30.000.000              

29.997.000 

-                     3.000 

41  

Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Penyelenggaraan 

Peningkatan 

Kapasitas Daya 

Saing Wirausaha 

Muda Provinsi

             73.154.5

00 
             

97.669.500 

             24.515.000 

42  

Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Penyelenggaraan 

Peningkatan 

Kapasitas Daya 

Saing Pemuda 

Kader Provinsi

             46.642.0

00 
             

46.619.000 

-                   23.000 

43  

Penyelenggaraan 

Seleksi dan 

Pelatihan Pasukan 

Pengibar Bendera

           764.676.0

50 
        

2.199.846.300 

        1.435.170.250 

44  

Perencanaan, 

Pengadaan, 

Pemanfaatan, 

Pemeliharaan, dan 

Pengawasan 

Prasarana dan 

Sarana 

Kepemudaan 

Provinsi

           590.000.0

25 
           

964.403.038 

           374.403.013 

45  

Pemberian 

Penghargaan 

kepada Pemuda 

dan Organisasi 

Pemuda Provinsi 

yang Berprestasi

             20.000.0

00 
             

54.992.500 

             34.992.500 

46   Pelaksanaan 

Koordinasi 

Strategis Lintas 

Sektor 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Kepemudaan 

Melalui 

Implementasi 

Rencana Aksi 

Daerah/RAD 

             50.000.0

00 
             

72.723.200 

             22.723.200 
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Tingkat Provinsi

47  

Pemberdayaan dan 

Pengembangan 

Organisasi 

Kepemudaan 

Tingkat Daerah 

Provinsi

           50.000.00

0 

          50.000.000  0 

48  

Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Pemberdayaan 

Pemuda atau 

Organisasi 

Kepemudaan  

melalui Kemitraan 

dengan Dunia 

Usaha

             50.000.0

00 
             

50.000.000 

 0 

49

Meningkatnya 

daya saing 

keolahragaan

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

DAYA SAING 

KEOLAHRAGAAN

   14.143.944.521   24.707.800.224       10.563.855.703 

50  

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Olahraga 

Pendidikan pada 

Jenjang Pendidikan

yang Menjadi 

Kewenangan 

Daerah Provinsi

     3.114.999.800     6.090.112.767         2.975.112.967 

51  

Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Pembentukan dan 

Pengembangan 

Pusat Pembinaan 

dan Pelatihan 

Olahraga serta 

Sekolah Olahraga 

yang 

Diselenggarakan 

oleh Masyarakat 

dan Dunia Usaha

           252.999.9

75 
           

252.999.975 

 0 

52  

Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Penyediaan Sarana 

dan Prasarana 

Olahraga Provinsi

        2.861.999.8

25 
        

5.837.112.792 

        2.975.112.967 

53  

Penyelenggaraan 

Kejuaraan Olahraga

     1.699.944.721 

5.514.652.457

        3.814.707.736 

54   Penyelenggaraan         1.399.999.7                      41.279.902 
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Kejuaraan Olahraga

Multi Event dan 

Single Event 

Tingkat Provinsi

21 1.441.279.623 

55  

Partisipasi dan 

Keikutsertaan 

dalam 

Penyelenggaraan 

Kejuaraan dalam 

Multi Event dan 

Single Event

           299.945.0

00 
        

4.073.372.834 

        3.773.427.834 

56  

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Olahraga Prestasi 

Tingkat Nasional

           79.000.00

0 

          79.000.000  0 

57  

Pemberian 

Penghargaan 

Olahraga Provinsi

             79.000.0

00 
             

79.000.000 

 0 

58  

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Organisasi 

Olahraga

     9.250.000.000   13.024.035.000         3.774.035.000 

59  

Standardisasi 

Organisasi 

Keolahragaan

             50.000.0

00 
             

99.035.000 

             49.035.000 

60  

Pengembangan 

Organisasi 

Keolahragaan

        9.200.000.0

00 
      

12.925.000.000 

        3.725.000.000 

61  

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS 

KEPRAMUKAAN

        470.000.100         619.999.850            149.999.750 

62  

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Organisasi 

Kepramukaan

           470.000.1

00 
           

619.999.850 

           149.999.750 

63  

Peningkatan 

Kapasitas 

Organisasi 

Kepramukaan 

Provinsi

           250.000.0

00 
           

350.000.000 

           100.000.000 

64  

Pengembangan 

Kapasitas SDM 

Kepramukaan 

Provinsi

             70.000.0

00 
             

70.000.000 

 0 

65  

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Kepramukaan 

Provinsi

           150.000.1

00 
           

199.999.850 

             49.999.750 

JUMLAH    27.324.004.284   42.154.789.284 
  14.830.785.000 
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2.4 Indikator Kinera Utama (IKU)

Dalam mencapai sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja utama

sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

strategis sebagaimana tertuang  dalam  Peraturan  Gubernur  Tahun  2021

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi  Tengah

Tahun  2021-2026.  Adapun  sasaran  strategis yang ditetapkan untuk

pengembangan kepemudaan dan pengembangan  keolahragaan  dengan

indikator sasaran sebagai berikut :

Indek Kapasitas  lembaga kepemudaan dan  olahraga Target kinerja

untuk indikator sasaran tahun 2022 dapat dilihatmpadamtabelmberikut: :
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TABEL 2.4
TUJUAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN 

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH 
TAHUN 2022

No TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET
KINERJA 

 TUJUAN SASARAN 

/SASARAN TAHUN 2022

1

Meningkatkan 
Peran Pemuda 
dan Daya Saing 
Keolahra
gaan  

Indeks 
pembangunan 
Pemuda

Indeks 60,18

2

 

Meningkatnya 
Pemuda yang 
berwirausaha

Presentase 
Wirausaha Muda

Persen 5,35

3

 

Meningkatnya 
Partisipasi 
Pemuda dalam 
Organisasi 
Kepemudaan, 
organisasi sosial 
kemasyarakatan

Pertumbuhan 
organisasi pemuda
yang aktif

Persen 2,00
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2.5  Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2022

Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun 2004

tentang percepatan Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik

Indonesia mengintruksikan tentang penyusunan penetapan  kinerja

kepada menteri, jaksa agung, panglima TNI, kepala Polri, Gubernur,

Bupati, Walikota sebagaimana tercantum pada butir ketiga sebagai

berikut : “Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat di bawahnya

secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian

kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu melalui penetapan

target  serta  indikator  kinerja  yang  menggambarkan keberhasilan

pencapaian baik  berupa hasil  maupun manfaat”. Penetapan Kinerja

merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang

akan  dicapai antara pimpinan

instansimpemerintah/unitmkerjamyangmmenerimanamanah/ 

Tanggung jawabbkinerja

Dengan  demikian  penetapan kinerja  Dinas  Pemuda  dan

Olahraga  Tahun  2022 merupakan suatu janji kinerja yang akan

diwujudkan dengan mempertimbangkan  sumber  daya yang  dikelola

Dinas  Pemuda dan Olahraga. Mengingat Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur  Negara Dan Reformasi Birokrasi  Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi  Pemerintah,  definisi  Penetapan  Kinerja  secara substansi

sama dengan apa yang dimaksud di dalam Perjanjian Kinerja.

Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, sama- sama  merupakan

penjabaran dari Rencana Kerja Tahunan yang akan dicapai dengan

mengacu  anggaran  yang telah dituangkan pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD),

adapun penetapan kinerja tersebut agar Kapasitas lembaga

kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat.

Tabel 2.5
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PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN 2022

No
SASARAN 

STRATEGIS

INDIKATOR 

SASARAN

TARGE T PROGRAM / 

KEGIATAN

ANGGARAN 

(Rp)

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya

pengembang

an 

kewirausahaa

n untuk 

kelompok / 

organisasi 

kepemudaan

Peningkatan

Jumlah 

pemuda 

Sulawesi 

Tengah 

yang 

berwirausah

a

65 Orang PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEPEMUDAAN

- Kegiatan 

Penyadaran, 

Pemberdayaan, 

dan

1. Sub Kegiatan 

koordinasi, 

sinkronisasidan 

penyelenggaraan 

peningkatan 

kapasitas daya 

saing pemuda kader

provinsi

2. Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan 

seleksi dan 

pelatihan pasukan 

pengibar bendera

46.619.000

2.199.846.300

- Kegiatan 

Penyelengga

raan 

kejuaraan 

olahraga

1. Sub Kegiatan 

Penyelenggaraa

n kejuaraan 

olahraga multi 

event dan single 

event tingkat 

provinsi

2. Sub Kegiatan 

Partisipasi dan 

Keikutsertaan 

1.441.279.623
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dalam 

Penyelenggaraa

n Kejuaraan 

dalam Multi 

Event dan Single

Event

- Kegiatan 

Pembinaan dan 

pengembangan 

olahraga prestasi

1. Sub Kegiatan 

Pemberian 

Penghargaan 

Olahraga 

Provinsi

- Kegiatan 

Pembinaan dan 

pengembangan 

organisasi 

olahraga

1. Sub Kegiatan 

standarisasi 

oraganisasi 

keolahragaan

2. Sub Kegiatan 

Pengembangan 

organisasi 

keolahragaan

4.073.372.834

79.000.000

99.035.000

12.925.000.000

Meningkatnya 

peran 

pembinaan 

organisasi 

kepemudaan

Peningkatan 

Prosentase 

organisasi 

kepemudaan 

yang dibina

75 Orang

55 Orang

26,83%

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS 

KEPRAMUKAAN

- Kegiatan 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Organisasi 

Kepramukaan

1.Sub Kegiatan 

peningkatan 

kapasitas 

organisasi 

kepramukaan 

provinsi

2.SubmKegiatan

Pengembangan

350.000.000
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KapasitasmSDM

Kepramukaan

Provinsi

3.SubmKegiatan

Penyelenggaraa

n  Kegiatan

Kepramukaan

Provinsi

70.000.000

199.999.850

a) Kegiatan 

Administrasi 

Barang Milik 

Daerah pada 

perangkat daerah

1. Sub Kegiatan 

Pengamanan 

Barang Milik 

Daerah SKPD

2. Sub 

Kegiatan 

Rekonsiliasi 

dan 

Penyusunan

Laporan 

Barang Milik

Daerah 

pada SKPD

b) Kegiatan 

Administrasi 

pendapatan 

daerah 

kewenangan 

perangkat 

daerah

1. Sub Kegiatan 

Penyuluhan dan 

Penyebarluasan 

Kebijakan 

Retribusi Daerah

174.007.100

35.634.850

4.438.800
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja 

Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur  pencapaian

target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang

dalam Indikator  Kinerja Utama (IKU) Indikator Penetapan Kinerja dan

Indikator  Kinerja Kegiatan. Adapun pengukuran Indikator Kinerja Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022

sebagai berikut :
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TABEL 3.1

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No Sasaran Indikator
Satua

n

Targe
t

Capaia
n

2022 2022

1 -Meningkatnya 
peran pemuda 
dan daya saing 
keolahragaan

-Indeks Pembangunan 
Pemuda

Indeks 60,18

 

   

2

- Meningkatnya 
pemuda yang 
berwirausaha

- Persentase Wirausaha Muda % 5,35
        
0,20 

           

3

- Meningkatnya 
partisipasi 
pemuda dalam 
organisasi 
kepemudaan dan 
Organisasi sosial 
kemasyarakatan

,- Pertumbuhan organisasi
pemuda yang aktif

% 2,00 0.33

           

4

- Meningkatnya 
daya saing 
Keolahragaan

,- Cakupan Pembinaan Olahraga % 0,47 7,46%

    - Rasio Jumlah Klub Olahraga Angka 0,057  

    Per 10.000 penduduk      

   
,- Rasio Jumlah Gedung 
Olahraga 

Angka 0,147 0,056

    Per 10.000 penduduk      
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Dari data diatas pada Sasaran Indikator Kinerja Utama dari  1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama, yakni

Presentase Wirausaha Muda untuk tahun 2021 target 5,86% dengan realisasi

0,33%, penurunan dari target Rencana  Strategis (RENSTRA). Indeks

Pembangunan Pemuda (IPP) untuk tahun 2021 target 5,86%  dengan

realisasi 0,20% terdapat penurunan dari target Rencana Strategis (RENSTRA).

Indikator kinerja utama yang ketiga  Cakupan pelatih yang bersertifikasi

(persen) untuk tahun 2021  target 0,55 dengan realisasi 0,50% terdapat

progres yang menurun dari target Rencana Strategis (RENSTRA). Indikator

kinerja utama  yang keempat Jumlah atlet yang berprestasi di tahun 2021

target  130  atlet  dengan realisasi  15  atlet terdapat progres sedikit  menurun dari

target Rencana Strategis (RENSTRA). Indikator kinerja utama  yang kelima

Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta (jumlah) di tahun 2021 target 3 unit

dengan realisasi 2 unit terdapat penurunan dari target Rencana Strategis

(RENSTRA). Dapat  disimpulkan dari kelima Indikator Kinerja Utama Dinas

Pemuda  dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2021 dengan

target yang tetapkan di Rencana Strategis (RENSTRA) mengalami  progres

menurun. Untuk realisasi keuangan dari anggaran perubahan tahun

2021 pencapaian realisasi keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Sulawesi Tengah Sebesar 96,38%  terdapat Deviasi Silpa Anggaran Sebesar

3,62%.

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun nnini

Terpenuhinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang

dimana pada program ini terdapat beberapa kegiatan dan Sub kegiatan yang

dilaksanakan olehSekretariat  sehingga sangat diperlukan sasaran dan

indikator yang saling mendukung di dalamnya. Adapun disebutkan indikator

program dan kegiatannya yaitu :

 Terlaksana dan terpenuhinya Kegiatan Perencanaan,  Penganggaran,

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan

pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah realisasi keuangan sebesar 97,56%, hal tersebut

dapat diasumsikan bahwa dari sub kegiatan yang ada didalamnya

dimana masing-masing sub  kegiatan memiliki keluaran/output yang

telah terselesaikan dengan baik dan dapat dikategorikan “berhasil”. Dari

segi fisik mendapatkan capaian kinerja sebesar 100%.

 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,  serta  Sub  Kegiatan

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan  Sub  Kegiatan
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Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, realisasi

keuangan dengan persentase 93,71% untuk pelaksanaan realisasi

kinerja dari k e t i g a  sub kegiatan tersebut sebesar 100%.

 Kegiatan  Administrasi  Barang  Milik  Daerah pada  Perangkat Daerah

dengan Sub Kegiatan Pengamanan  Barang  Milik  Daerah  SKPD dan

Rekonsiliasi  dan Penyusunan Laporan Barang Milik  Daerah pada SKPD

pencapaian realisasi keuangan sebesar 90,59% dan realisasi kinerja

fisik sebesar 100 %

 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat  4

(empat) sub kegiatan dengan pencapaian Realisasi keuangan sebesar

88,88%. Jika dilihat  dari  pencapaian realisasi  keuangan  masih  belum

sesuai  dengan target yang ditetapkan namun penyebab dari deviasi

realisasi tersebut adalah tidak dilaksanakannya belanja Pendidikan

dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dikarenakan secara

teknis tidak mengikutsertakan dalam  kegiatan tersebut  sedangkan

realisasi kinerja fisik sebesar 75 %

 Kegiatan Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan

Komponen  Instalasi  Listrik,  sub  kegiatan  Penyediaan  Peralatan  dan

Perlengkapan  Kantor,  sub  kegiatan  Penyediaan  Barang  Cetakan  dan

Penggandaan,  sub  kegiatan  Penyediaan  Bahan  Bacaan  dan  Peraturan

Perundang-Undangan,  sub  kegiatan  Fasilitas  Kunjungan  Tamu,  dan  sub

kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi  SKPD untuk

realisasi  keuangan  sebesar 89,18%  namun untuk realisasi  kinerja fisik

telah terlaksana 100%.

 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya

Air  dan  listrik  dan  sub  kegiatan  Jasa  Umum  Pelayanan  Kantor  pada

pencapaian realisasi  keuangan sebesar 97,87% dan capaian

realisasi kinerja fisik sebesar 100%.

 Kegiatan  Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  Penunjang  Urusan

Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya  Pemeliharaan  dan  Pajak  Kenderaan  Perorangan  Dinas  atau

Kenderaan  Dinas  Jabatan  dan  sub  kegiatan  penyediaan  jasa

pemeliharaan,  Biaya  Pemeliharaan,  Pajak  dan  Perizinan  Kenderaan

Dinas Oprasional atau Lapangan pada pencapaian realisasi  keuangan

sebesar 98,87% dan capaian realisasi kinerja fisik sebesar 100%.

Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan teknis Dapat dikemukakan

bahwa pelaksanaan program yang sifatnya teknis membidangi 4 (empat)
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bidang yakni :

 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan,  yang

didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yakni : (1). Kegiatan Penyadaran,

Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan pemberadayaan dan

(2) pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi dengan

8 (delapan) Sub  Kegiatan ( 1 ) Koordinasi,sinkronisasi  dan

penyelenggaran peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor provinsi,

(2)  koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggaran peningkatan kapsitas daya

saing  wirausaha  muda  provinsi,  (3)  koordinasi,sinkronisasi,  dan

penyelenggaran peningkatan kapsitas daya saing pemuda kader provinsi, (4)

penyelenggaran  seleksi  dan  pelatihan  pasukan  pengibar  bendera,  (5)

penyediaan sarana  dan  prasarana  kepemudaan provinsi (6)  pemberian

penghargaan  kepada  pemuda  dan  organisasi  pemuda  provinsi  yang

berprestasi  (7)  pelaksanaan  koordinasi  strategis  lintas  sektor

penyelenggaran  pelayanan  kepemudaan  tingkat  daerah  provinsi  (8)

Rencana aksi daerah/RAD tingkat provinsi dengan pencapaian persentase

realisasi keuangan sebesar 98,12 % sedangkan untuk pencapaian

realisasi  kinerja fisik sebesar  100%.  (2)  Kegiatan  pemberdayaan  dan

pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi dengan

satu  sub  kegiatan  yaitu  koordinasi,  sinkronisasi  dan  pelaksanaan

pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui  kemitraan

dengan  dunia  usaha  dengan  persentase  keuangan  sebesar  99,15

dengan realisasi kinerja fisik sebesar 100%.

 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan yang didukung oleh

4 (Empat) Kegiatan yakni ; (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah

Provinsi  (2)  Kegiatan  Penyelenggaraan  Kejuaraan  Olahraga  (3)

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (4)

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dan 7 (Tujuh) Sub

Kegiatan,  yaitu  (1),  Koordinasi,  Sinkronisasi  dan  Pelaksanaan

Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pengembangan dan Pelatihan

Olahraga  serta  Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh  Masyarakat  dan

Dunia  Usaha,  (2)  Koordinasi,  Sinkronisasi  dan  Pelaksaan  Penyediaan

Sarana  dan  Prasarana  Olahraga  Provinsi,  (3)  Penyelenggaraan

Kejuaraan Olahraga Multi  Event  dan Single  Event  Tingkat  Provinsi  (4)

Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi  (5) Standarisasi  Organisasi

Keolahragaan  (5)  Pengembangan  Organisasi  Keolahragaan  dengan
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pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 97,07 %

 Program  Pengembangan  Kapasitas  Kepramukaan  degan  Kegiatan

Pembinaan  dan  Pengembangan  Organisasi  Kepramukaan  denagn  3

(Tiga)  Sub  Kegiatan  yaitu  (1),  Peningkatan  Kapasitas  Organisasi

Kepramukaan  Provinsi,  (2),  Pengembangan  Kapasitas  SDM

Kepramukaan  Provinsi,  (3),  Penyelengaaraan  Kegiatan  Kepramukaan

Provinsi  dengan pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar

98,92 %

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja  iiiiitahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

Perbandingan  target  dan realisasi  indikator  kinerja  dilihat  dari  sasaran

strategis Dinas pemuda dan olahraga provinsi Sulawesi tengah Tahun 2021 dan

2022 dijabarkan pada tabel 3.2.
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Tabel 3.2 

Perbandingan antara realisasi kinerja serta

capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

No Program Kegiatan Indikator kinerja
Tahun 2021 Tahun 2022

Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI

Indeks Reformasi 
Birokrasi Perangkat 
Daerah

60% 60% 70% 71%

 

Perencanaan,Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SAKIP

68% 67% 70% 68%

 

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah

Realisasi Keuangan

68% 67% 70% 71%

 

Administrasi Barang Milik Daerah 
pada perangkat Daerah

Realisasi BMD-PD

71% 70% 72% 71%

 

Administrasi Pendapatan Daerah 
Kewenangan perangkat Daerah

Realisasi Pergub-BMD

71% 70% 72% 71%

 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 78% 77% 79% 78%

 

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 78% 77% 79% 78%

 

Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah

Realisasi Pengadaan 
Sarana&Prasarana 68% 66% 70% 71%

 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 76% 75% 77% 77%

 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah

Realisasi Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana 68% 66% 70% 68%

 

PROGRAM PENGEMBANGAN 
KAPASITAS DAYA SAING 
KEPEMUDAAN

Tingkat Partisipasi 
pemuda dalam 
organisasi 
Kepemudaan dan 
Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan

≤ 1,69% ≤ 1,69% ≤ 1,69% ≤ 1,69%

 

  Persentase organisasi 
pemuda yang aktif 
(jumlah organisasi 
pemuda)

       

 

  Tingkat Partisipasi 
pemuda dalam 
Kegiatan ekonomi 
mandiri

       

 

Penyadaran,Pemberdayaan dan 
Pengembangan Pemuda dan 
Kepemudaan Kewenangan 
Provinsi

Prosentase 
kemandirian pemuda

100% 100% 100% 100%
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Pemberdayaan dan 
Pengembangan Organisasi 
Kepemudaan Tingkat Daerah 
Provinsi

Peningkatan 
persentase jumlah 
organisasi pemuda

100% 100% 100% 100%

 

PROGRAM PENGEMBANGAN 
KAPASITAS DAYA SAING 
KEOLAHRAGAAN

Cakupan Pelatih yang 
bersertifikasi 10 org 10 org 10 org 10 org

 

  Jumlah Atlet 
Berprestasi 15 org 15 org 15 org 15 org

 

  Gelanggang/ balai 
remaja (selain milik 
swasta)

18
Gelanggang

18
Gelanggang

18
Gelanggang

18
Gelanggang

 

Pembinaan dan Pengembangan 
Olahraga Pendidikan pada 
jenjang Pendidikan yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Provinsi

Persentase jumlah 
atlet yang dibina dan 
ketersediaan sarana 
prasarana olahraga

100% 100% 100% 100%

 

Penyelenggaraan Kejuaran 
Olahraga

Persentase jumlah 
even dan prestasi atlet 100% 100% 100% 100%

 

Pembinaan dan Pengembangan 
Olahraga Prestasi Tingkat 
Nasional

Persentase jumlah 
pembinaan atlet 
berprestasi

- - - 100%

 

Pembinaan dan Pengembangan 
Organisasi Olahraga

peningkatas kualitas 
organisasi olahraga 20% 20% 20% 100%

 

PROGRAM PENGEMBANGAN 
KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Persentase organisasi 
kepramukaan yang 
aktif

100% 100% 100% 100%

 

Pembinaan dan Pengembangan 
Organisasi Kepramukaan

Capaian pembinaan 
dan pengembangan 
organisasi 
kepramukaan

100% 100% 100% 100%

c. Membandingkan  realisasi  kinerja  sampai  dengan  tahun  ini  dengan

target jangka menengah yang terdapat  dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi

Perbandingan  realisasi  kinerja  pada  tahun  2022  dengan  target  jangka

menengah Renstra 2016-2021 dijabarkan pada tabel 3.3
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Tabel 3.3 
Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan

target jangka menengah 
Renstra 2016-2021

N
o

Indikator Kinerja sesuai
tugas

Target Renstra OPD Tahun Ke
Realisas

i
Kinerja

 dan fungsi perangkat daerah
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Presentase wirausaha muda
5,61
%

5,66
%

5,71
%

5,76
%

5,81
%

5,86
%

0,20%

2
Pertumbuhan Organisasi 
Pemuda yang Aktif

0,75
%

0,60
%

0,65
%

0,70
%

0,75
%

0,60
%

0,33%

3 Cakupan pembinaan olahraga 0,45 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 7,46%

4
Ratio jumlah Klub Olahraga 
Per 10.000 Penduduk

0,40
%

0,55
%

0,55
%

0,55
%

0,55
%

0,55
%

0,03%

5 Gelanggang balai remaja - - - - - - 0,56%

d)mAnalisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan

miipenurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Sulawesi tengah

berdasarkan dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026, keberhasilan dari capaian

indikator  kinerja  tergantung  terhadap  indikator  program kegiatan,  faktor-faktor

yang  mendukung  keberhasilan  capaian  kinerja  dinas  pemuda  dan  olahraga

provinis  Sulawesi  tengah  dengan  adanya  indeks  pembangunan  pemuda,

meningkatnya  peran  pemuda  dan  daya  saing  keolahrgaan,  pertumbuhan

organisasi pemuda yang aktif serta peran Sumber daya manusia Aparatur yang

lebih aktif dan berkualitas

e),Analisis  program/kegiatan  yang  menunjang  keberhasilan  ataupun
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, ,iikegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas        pemuda dan

olahraga provinsi Sulawesi tengah diperlukan relevansi    dan konsistensi antara

pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan (2021-2026) dengan tujuan,

sasaran,  strategi,  dan  arah  kebijakan  Dinas  Pemuda  dan  Olahraga  Provinsi

Sulawesi Tengah, strategi sebagai berikut :

1) Meningkatnya kapasitas daya saing pemuda

2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program

3) Meningkatkan pembinaan atlet,  pelatih,  wasit,  juri  serta prasarana dan

saran

4) Melakukan koordinasi pada semua pengambil kebijakan 

Kebijakan dinas  pemuda dan olahraga provinsi  Sulawesi  tengah tahun

2021-2026 dalam melaksanakan pemerintahan umum

M 5)mMemberikan fasilitas bagi peningkatan kemandirian pemuda

    6)mMemberikan  fasilitas  bagi  peningkatan  profesionalisme  SDM,

iiiiiiiiiikuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

M  7)mSistem  pembinaan  dan  koordinasi  pengembangan  keolaharagaan

mmmiiyang berkelanjutan 

3.2 Efisiensi dan Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun

Anggaranm 2022m secara Naratif dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Anggaran Belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Sulawesim Tengah  pada tahun  2022  sebesarmRp.  42.154.789.284  realisasi

anggaran  sebesar  Rp. 40.650.479.465 atau 96,43% dengan deviasi sebesar

(Rp.1.504.309.818,14) 

Yang terdiri dari 4 (empat) Program yang ditetapkan pada  Sistem

Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) seperti yang telah dijabarkan pada

Anggaran keseluruhan Dinas Pemuda dan Olahraga  Provinsi  Sulawesi

Tengah.

Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada tahun 2022,

Pada bagianm berikut inimpenjabaranmbelanja berdasarkan pencapaian

Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

Realisasimanggaran pada ProgrammPenunjangmUrusan

Pemerintahan Daerah Provinsi dengan 9 (sembilan) Kegiatan dan 28 (Dua Puluh

Delapan) Sub Kegiatan
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Berikut penjabaran kegiatan berdasarkan rincian sub kegiatandan belanja 

sebagai berikut :

a) Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi  Kinerja

PerangkatmDaerahmyangmAlokasimAnggaramsebesarmRp.

369.967.050,00  realisasi sejumlah Rp. 367.407.472,00 atau 99,31%

Sub KegiatanmPenyusunanmdokumenmperencanaan perangkat

daerah,  koordinasi  dan  penyusunan  DPA-SKPD,  koordinasi  dan

penyusunan  perubahan  DPA-SKPD  dan  Koordinasi  dan  penyusunan

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi  yang

Anggaran sebesar Rp. 8.773.786.658,00 realisasi  sejumlah Rp.

8.222.351.802,00 atau 93,71%

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,  koordinasi  dan

pelaksanaan akuntansi SKPD dan Koordinasi  dan penyusunan laporan

keuangan akhir tahun SKPD

c) Kegiatan Administrasi barang  milik  daerah  pada  perangkat  daerah,

yang Alokasi Anggaran sebesar Rp. 209.641.950,00 realisasi

sejumlah Rp. 189.915.512,00 atau 90,59%

Sub Kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD dan Sub kegiatan

rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD

d) Kegiatanmadministrasimpendapatanmdaerahmkewenangan

perangkatmdaerah,myangmAlokasimAnggaranmsebesar

Rpi4.438.800capaian realisasi Rp. 3.459.000,00 atau   77.93%;

Sub Kegiatanm Penyuluhan  dan  penyebarluasan  kebijakan  retribusi

daerah 

e) Kegiatan administrasi  kepegawaian  perangkat  daerah  yang  Alokasi

Anggaran  sejumlah Rp. 323.124.000,00 sedangkan capaian

realisasinya  sejumlah Rp. 287.192.929,00 atau 88.88% Sub Kegiatan

Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanya, Pendidikan

dan  pelatihan  pegawai  berdasarkan  tugas  dan  fungsi,  sosialisasi

peraturan  perundang-undangan  dan  bimbingan  teknis  implementasi

peraturan perundang-undangan

f) Kegiatan administrasi  umum  perangkat  daerah, yang Alokasi

Anggaran sebesar Rp. 334.947.464,00 capaian realisasinya sebesar Rp.

298.692.783,00 atau 89,18%,  Sub  Kegiatan  penyediaan  komponen

instalasi  listrik/penerangan  bangunan  kantor,  sub  kegiatan  penyediaan

peralatan  dan  perlengkapan  kantor,  sub  kegiatan  penyediaan  barang

cetakan dan penggandaan, sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan

peraturan  perundanga-undangan,  fasilitas  kunjungan  tamu,  dan  sub
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kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

g) kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan     pemerintah

daerah alokasi anggaran sebesar Rp.  430.957.300,00 capaian realisasinya

sebesar  Rp. 425.541.300,00 atau 98,74%.  Dengan  Sub  kegiatan

pengadaan  kenderaan  perorangan  dinas  atau kenderaan  dinas  jabatan,

sub kegiatan pengadaan mebel, sub kegiatan pengadaan peralatan mesin

dan lainnya

h)  kegiatan  Penyediaan  jasa  penunjang  urusan pemerintah daerah alokasi

anggaran sebesar Rp.  2.354.581.250,00 capaian realisasinya sebesar Rp.

2.304.518.737,00 atau 97,87%.  Dengan  sub  kegiatan  penyediaan  jasa

komunikasi,  sumber  daya  air  dan  listrik  dan  penyediaan  jasa  umum

pelayanan kantor

i) Kegiatan  Pemeliharaan  barang  milik  daerah  penunjang  urusan

penunjang  urusan  pemerintah  daerah  alokasi  anggaran  sebesar  Rp.

509.294.200,00 capaian realisasinya sebesar  Rp. 425.541.300,00 atau

98,74%  dengan  sub  kegiatan  penyediaan  jasa  pemeliharaan,  biaya

pemeliharaan  dan  pajak  kenderaan  perorangan  dinas  atau  kenderaan

dinas  jabatan,  sub  kegiatan  penyediaan  jasa  pemeliharaan,  biaya

pemeliharaan,  pajak  dan  perizinan  kenderaan  dinas  oprasional  atau

lapangan dan sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

j) Realisasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing

Kepemudaan mencapai 98.14% dari Alokasi Anggaran sebesar Rp.

3.516.250.538,00 dan realisasi  Rp.  3.450.711.788,00 dengan  nilai

deviasi  sejumlah (Rp.65.538.750,00) dengan penjabaran kegiatan

kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan

Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Propinsi yang

Alokasi Anggarannya sebesar  Rp.3.466.250.538,00

denganm capaianm realisasinyamsebesar 

Rp. 3.401.138.021,00 atau 98.12% 

b) Kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan organisasi

kepemudaanmtingkatmdaerahmprovinsimyangmAlokasi

AnggarannyausejumlahuRp.50.000.000,00ucapaian      realisasi

sejumlah Rp. 49.573.767,00 atau 99.15%.

c) RealisasioProgramoPengembanganoDayaoSaing Keolahragaan

mencapai 97,07%  dari  alokasi  anggaran       sebesar Rp.

24.707.800.224,00 dengan

d) Realisasi Rp. 23.983.853.678,00 dan deviasi sebesar 
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                  Rp. 723.946.545,00 dengan perincian kegiatan sebagai

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiberikut:

a) Kegiatan PembinaanodanoPengembanganoOlahraga

PendidikanopadamJenjangmPendidikanmyang

menjadimKewenanganmDaerahm Provinsi. yang alokasi

anggaran sejumlah Rp. 6.090.112.767,00 dengan realisasi

keuangan Rp. 5.521.635.116,00 atau 90.67%.

b) KegiatanmPenyelenggaraanmkejuaraanmolahraga

yangmalokasimanggaranmsejumlah

Rp.5.514.652.457,00mrealisasimRp. 5.366.834.964,00 atau

97.32%.

c) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Prestasimyangmdialokasikanmsejumlah Rp.79.000.000,00

realisasi Rp. 79.000.000,00 atau 100%.

d) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

Olahragamyangmdialokasikanmsejumlah

Rp.13.024.035.000 realisasi  Rp. 13.016.383.598 atau 99,94

%

- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan mencapai dari alokasi

anggaran sebesar Rp. 12.925.000,00 dan realisasi Rp.

12.921.097.080,00 atau  99,97  % dengan Adapun program  dimaksud

terdapat 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

Kepramukaan  yang  alokasi  anggaran  sejumlah Rp.619.999.850,00

realisasi Rp.613.286.964,00 atau 98.92% Dengan demikian secara

garis besar realisasi anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan

kegiatan telah dilaksanakan secara optimal, dimana Pagu Anggaran

yang Alokasinya terbesar  terdapat pada Program Pengembangan

Daya Saing Keolahragaan yang Alokasi Anggaran sejumlah

Rp.24.707.800.224 realisasi  Rp. 23.983.853.678 atau 97.07% yang

dimana terdapat 2  kegiatan yang anggarannya yang paling banyak

diantara kegiatan yang lain adapun kegiatan dimaksud adalah

sebagai berikut :

2) Kegiatan  pembinaan  dan  pengembangan  organisasi  olahraga dengan

pagu Rp. 13.024.035.000,00  dan realisasi keuangan sebesar  Rp.

13.016.383.598,00 atau 99.94% dengan deviasi  Rp.

7.651.402,00 
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.Sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategi (Renstra) dan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu pencapaian yang dapat

dikatakan belum tercapai  secara  seluruhnya jika dilihat dari pencapaian

yang kurun waktu kinerja pemerintah daerah selama periode 2017 s.d

2022 untuk itu, tercapai realisasi kinerja sebesar 100%, dinyatakan predikat

“Baik”

2.Pada kegiatan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Suawesi Tengah dalam hal ini

pengembangan sentral sarana dan prasaran olahraga dapat  dikategorikan

mengalami keberhasilan, hal itu dapat dilihat  dari pembangunan sarana

prasarana olaharaga yang dimana untuk pembangunannya teranggarkan pada

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olaharag Provinsi

Sulawesi Tengah dan dilaksanakan sesuai dengan draft perencanaan.

Sehingga untuk pencapainnya dapat dinyatakan “Berhasil”

3.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  selain

merupakan pertanggungjawaban, juga berfungsi  sebagai sarana

peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah yang diharapkan dapat memberikan

gambaran tentang capaian tolak ukur kinerja  hasil (outcome) yang

sesungguhnya, yang merupakan wujud transparasi dan akuntabilitas

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dalam

melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan di bidang kepemudaan

dan keolahragaan. 
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PERNYATAAhI PERJAI{JIAI{ KII{ERJA
DI]\AS PEMIIDA DAN OLAH RAGA

PROYINST SULWEST TEI\GAH

PERJANJIAN KNERJA TAHLIN 2022

Dalant rangka meuriludkan manajemen Pemerintah yang efektif, hansparan dan akuntabel
sefia beronentasi pada hasil, kami yang berta:rda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si

Jabatan . Kepala Dinas Pemuda dan olah Raga provinsi Sulawesi rengah

S elanjutnya di sebut pihak pertarna

Nama : H. RLISDI MASTURA

.labatan : Gubemur Sularvesi Tengah

Selaku atasan pihak pertarna, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak per1arna berjanji akan rnewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perianiian riri. dalam rangka mencapai target krne{a jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalarn dohimen pereflcanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kmeqa tersebut rnenjadi tanggung jawab kami.

Prhak kedua akan memberikan supervisi yzurg akan diperlukan serta melakukan evaluasi
terhadap capaian kmerja dan perjanjian ini dan rnengambil tindakan yang diperitrkan dalarn
rangka prembenan penghargaan dan sanlisi

4'

B8

ts 1.1

Kedr,ra

Palu,1"5 Febnrari 2022

Pihak Pertama

DTS.IRVAN
:T

M.Si
atJr Pembina Utarna N{uda

NIP. 19730321 19931 I 1001

.::i.rr .i: ari;t i i:.i.l...., :
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PER}I-YATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

PROYINSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUI\ 2022

I)aiam rangka rnewujucikan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabei

serta berorientasi pada hasil. kami yang berlanda tangan dibau'ah ini :

Nama : Drs. MARDIANSYAH,M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Femuda dan Olahraga Provinsi Sularvesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak Pefiama

Nama : Drs. IRVAN ARYAI{T'O, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pefiama, seianiutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan me.uvuiudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kineria jangka menengah seperti yang telah

ditetapkal cialarn doknmen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerl a terseb,.rt menj adi tanggung i awab kami.

pihak kedua akan memberikan supervisl yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi

ter-hadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanfisi.

Palu, F'ebruari 2022

Pihak Pertama
Pihak Kedua

fr, I
Drs. IRYAN ANTO, M.Si

Pembina Utama Muda
I"{IP. 1973A321 19931 1 1 001

Drs. MARI)IANSYAH,M.Si
Pembina Tingkat I

NrP. 19641015 199304 1 001





PER\iYATAAN PERJAI\JIAN KINERJA
DINAS PEMLDA DAI\ OLAH RAGA

PROYINSI SI]LAWESI TEI\GAH

PERJANJIAI{ IflI{ERJA TAHIII{ 2022

- -,.:.:', rangka menuiudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
::r.l rirorlentasi pada hasil, karni yang bertanda tangan dibawah ini :

\ama : RIDWAN, SE

Jahatan : I(asubag Program

:: e lant utnva disebut pihak pertama

\ama : DTs.H.MARDLANSYAH,M.Si

.Tabatan . Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Sulteng

S.'1aku atasan pihak pertama, selanjutnva disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan meu,ujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka rnenengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
krner-1a tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Prhak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
ranska pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Palu,25 Februari 2021

Pihak Pertarna

frl
D TS.II.MARIIIANSYAH,M. Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19641015 199304 1 001

RIDWAI(, SE
Penata Tingkat I

NIP. 1974060"1200701 I []9
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PERF{YATAAN PERJANJIAIT KINERJA
I}INAS PEMUI}A I}A1\ OLAH RAGA

PROVII\SI SI]LAWE SI TEI{GAII

PERJAI{JIAI{ KII\ERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERNI' SH.,M.AP

Jabatan : Kasubag Kepegawaian dan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DTs.H.MARIIIANSYAH'M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Sulteng

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumeh perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi
terhadap capaian kine{a dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palir,25 Februari 2022

Pihak Pertama
Pihak Kedua

l[,
I Nh

D TS.H.MARDIANSYAH,M. Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19641015 199304 1001

ERNI, SH.,M.AP
Penata

NIP. 19710428 201001 2 001
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PERI.{YATAAI{ PERJANJIAN KIN{ERJA
DII\AS PEMUDA DAN OLAH RAGA

PROVII{SI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KII'IERJA TAHUI\ 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SOFYAN SOULISA,SH

Jabatan : Kasubag Keuangan dan Aset

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :IITs.H.MARIIIANSYAH,M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olakaga Prov.Sulteng

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kine{a jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melalcukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Palu,

Pihak Pertama

il, - | -
I

DTS.H.MARDIANSYAH,M. Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19641015 199304 1001

S0FYAN SOULTSA,SIT
Penata Tingkat I

NIP. 1968021820A9C1 1 003



PERJANJIAN IilNERJA TAIIUN 2022

DINAS PE}flMA DAN OLAI{RAGA PROVINSI SULAWESI TEI{GAH

No Sasaran {ndikator Kineria T*rget

a.

b.

I
t.

.,

b.

1

a.

4.

a.

b.
c.

a.

b_

c,

Meningkatnya Penyusunan Laporan Keuangan
Terealisasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Tersedianya Dokumen Aktmtansi SKPD
Tersedianya dokumen I-apora:r Keuangan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan pada
Perangkat Daerah
Tersedianya Laporan BMD Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan rekonsiliasi BMD-PD pada

pengelola BMD
Meningkatnya Fengelolaan pada Perangkat
Daerah
Terlaksananya sosialisasi atas pelaksanaan
rancaflgan PERGUB BMD
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan
Prasarana
Tersed ianya Kendaraan Dinas
Tersedianya Meubeler
Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin lainnya
penuajang pegawai.
Tertraksananya Pemeliharaan Sarana dan
Frasarana
Terealisasinya j asa pemelihar aan,bray a
pemeliharaan dan pajak kendaraan
Terealisasinya kendaraan dinas operasional dan
lapangan yang dipelihara.
Terealisasinya peralatan dan mesin lainnya

1. Realisasi Keuangan
a. Junrlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
b. Jumlah Dokumen Akutansi SKPD
e. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

2. Realisasi BMD-PD

3. R.ealisasi Pergub BMD
a. Sosiaiisasi atas pelaksanaan Rancangan PERCUB

pengelolaan barang milik daerah

,1. Ite*lisrsi Pengada*n Sar*na & Prasarna

a. Jumlah Kendaraan Jabatan Perorangan
b. .hrmlah Meubeler
c. Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

penun-iang pegawai
5. Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

a. Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan
pajak kendaraan

b. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan
yang dipelihara

c. Jumlah peralatan dan rnesin lainnya

a. Laporan Jurniah BMD Perangkat Daerah

b. Laporan rekonsiliasi BMD-PD pada pengelola BMD

I Lap

i Lap

7t'h
1 Lap
l Dok
4 Dok
7l*

7ls/a
l Keg

tl/o

4 Utrit
10 Unit
21 Unit

11o/o

21 Unit

t0 Unit

5 Unit

No. Kegintan

l.Kegiatar Administrasi Keuangan Ferangkat Oaeratt

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Rp.8.537.059.487,-
Rp. 14.999.654,-
Rp. 5 tr.999.550,-

Keterangan

APBi)
APBL)
APB')

APBT}
,4PBI}

APBI-)

2. Kegiatan Administrasi Ea:'ang &tilik Llaenah pad:t Perangkat llaerith
a. Peirganranan Barang Milik Daerah SKPI) R^p" 45.499"8il0.-

b. f{ckonsiliasi ritin Penl usunan l,apcran l3arang nriiik daerirh patla SirPf} Rp. 12.444"850.-

3. Kegi*ltan Aslministrasi Pendapatan tr)aerah Kewenamgsm Perangkat llaerah
a. Penl'uluhan dan pen-yebarluasar Kebi-iakan Reu'ibusi l)arlah Rp. 4"438.80i),-

4. Kegi*tarr Peng*daan Earamg Mitik Daerah Penunjang tlrmsan Pemerintah Daerah
a. Peng:rdaan Kcndalaan P*roral:gan ilinas atrru kendlrarur dinas.juhcrun Rp. 25"500.t)00,-
h. Ferrgadaan mebcl Rp. q.f,U0.000.-

c" Fengadaan Pera.latail dan lV{esin l-ainnya Rp. 49.687.500,-

APBD
AFBD
AFBD









PERNYATAAN PERJAI{JIAN IflNERJA
DINAS PEMUDA I}AN OLAH RAGA

PROVINSI SULAWESI TE]TGAH

PERJAI{JIAN IilNIERJA TAHUN 2022

Daiam rangka mewuiudkan i'nanajemen Pemerintah yang efektil, transparan dan akuntabel
sefia berorientasi pada hasil. kami yang bertancla tangan dibawah ini :

lrlama : JATIMI, S.Pd

Jabatan : Kepala Seksi Kepeloporan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak peftama

Nama :MOHAMMAD SIR.HAN,SE.,MM

Jabatan : Kepala Bidang Kepemudaan

Seiaku atasan pihak pefiama" selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mer.l.r-r.iudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
peqianjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasiian dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedr"ra akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi
terhadap capaian kineria dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua Palu, ]l/.ei 2A22

Pihak Pefiama

t

MO
Peir-rbina Tingkat i

NiP" 19694201 2AA2121 006

JATIMI, S.Pd
Penata Tingkat I

NIP. 19650701 200801 20A7

sE., MMt

7
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PERI{YATAAN PERJA]\JIAN KII{ERJA

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TEI{GAH

PERJANJIAN KII{ERJA TAHUN{ 2022

Daiam rangk:r mervujudkan manajemen Pemerintah yang efektil, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang berlanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAN{MAD ISNAENI, SlP, N{.Si

.Iabatan : Kepala Seksi Kepemimpir-ran Pemuda

Selaniutnya disebut pihak pefiama

Nama : MOHAMMAD SIRHAN, SE, MM

Jahatan : Kepala Bidang Kepemudaan

Selaku atasan pihak pefiama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai larnpiran
perjaniian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti ,v-ang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta meiakukan evaluasi

terhadap capaian kineria dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghalgaan dan sanksi.

Palu. Mei 2022

Pihak PertamaPihak Kedua

, SE., MM
Pembina Tingkat I

NiP. 19690241 2002121 0A6

MUHAMMAD ISNAENI, SIP, M.Si
Penata Tingkat I

NIP. i9880328 20070t I 002
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P ERNYATAAI\ PERJAI{JIAI\ KINERJA

DII{AS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVII\SI SULAWESI TEI{GAH

PERJANJIANI KTI\ERJA TAHUN 2022

Daiam rangka mew'uiudkan manajemen Pemerintah yang efektit, ffansparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, karni yang berlanda tangan dibawah ini :

Nama : ERDICKAR WARDANI, S.Sos.,Nt[.Si

"labatan : Kepala SeksiPemberdayaan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak perlama

Nama : MOHAMMAD SIRHAhI,SE.,MM

Jabatan : Kepala Bidang Kepemudaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutn,va disebut pihak kedua

Pihak pefiama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lar.npiran

perjanjian ini- dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinelia tersebut meniadi tanggungiawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi vang akan diperlukan serta melakukan evaluasi
terhaclap capaian kinerja dan perianjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Mei 2A22

Fihak Pertama

(
Pihak Kedua

W
MOHAMAD SIRHAN, SE., MM

Pembina Tingkat I
NrP. 196902A1 2A0212 1 006

ERDICKAR WARDANI, S.Sos.,M.Si
Pembina

NIP. 19660419 T99301 2 001









P ERI{YATAAN PERJANJIAI\ KTNERJA
DINAS PEMUDA I}AN OLAII RAGA

PROVII\SI SULAWESI TENGAH

PERJANTJTAN KII{ERJA TAHTTN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serka berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. THAHA, SE, M.Pd

Jabatan : Kepala Seksi Olahraga Prestasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YTISKISAN, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Keolahragaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalarn
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Februari 2022

PertamaPihak Kedua

YUSKISAN, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19750803 199603 1004

MUH. sE, M.Pd
Pernbina

NrP. 19651231 198603 11t7
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PERNYATAAN PERJAI\JIAI{ KTNERJA
I}INAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

PROVII{SI SULAWBSI TEI{GAH

PERJAITIJIAN KINERJA TAHUI{ 2{122

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROEYANA. S.Pd

"Iabatan : Kepala Seksi Olahraga Pendidikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUSKISAN, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Keolahragaan

Selaku atasan pihak pertiama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama be{anji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
pe{anjian ini, dalam rangka mencapai target kjnerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi
tcrhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Febru*ri 2022

Pihak Kedua

, S.Sos.rM.Si
Pembina

NiP.19750803 199603 I 004

RO

I

NIP. 19?70920 1001 1 006
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fl PERNYATA-{N PERJAiTJIAIY KII{ERJA
I}IIYAS PEMUI}A DAN OLAII RAGA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERJAI\JIAN KINERJA TAIITIN 2A22

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
sorta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAI) RIFAI, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala seksi olalraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Y[ISKISAN, S.Sos.rM.Si

Jabatan . Kepala Bidang Keolahragaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan meu,ujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai larnpiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti vang telah
ditetapkan dalam dokumen perenoanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kineria tersebut rnenjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Februari 2022

Pihak PertamaPihak Kedua

, S.Sos.,M.Si MUHAMMAD S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19750803 199603 1004
Pembina

NIP 19681114 200003 1 004
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PERNYATAA I{ PERJAI{JIAI{ Ifl NERJA

DII{AS PEMUDA DAl\ OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TEI.{GAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2822

Daiam rangka meu'ujudkan mana.iemen Pemerintah yang efektii. transparan dan akuntabei
serta berorientasi pada hasil, kami yang ber-tanda tangan dibawah ini :

Nama : YUSKISAN, S.Sos.,M.Si

.iabatan : Kepala Bidang Keolahragaan

Selanjutnya disebut pihak pefiama

Nama : DTs.IRVAN ARYANTO, M.Si

Jabatan : Kepaia Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak peftama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berianii akan mew'uiudkan target kinerja yang seharusn.va sesuai lampiran
perjanjian ini, dalarn rangka mencapai target kinerja.iangka menengah seperti yang telah
ditetapkan rlalam dokr:men perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperh,rkan sefia melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. IRVAN M.Si
Pembina L.ftama Muda

NrP. 1973032t 199311 1 001

Palu, Februari 2022

Pihak Pertama

YUSKISAN, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I

NrP. 19750803 199603 1 004
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PERNYATAAN PERJAI{JIAI{ KTI{ERJA

DINAS PEMUDA DAI{ OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TEI{GAII

PERJANJIAN KINERJA TAHUI\ 2022

Dalarn rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang berlanda tangan dibawah ini :

Nama : MOH. IKFILAS, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi

Selanjutnva disebut pihak pefiana

Nama : DTs.IRYAN ARYANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pemtida dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selaniutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewuiudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perianiian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperll yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaarl. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut meniadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi

teriradap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Februari 2022

PertamaPihak

Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda

NrP. 1973032t 19931.1 1 001

MOH.

NrP. 196412r7 198603 1001

S.Sos



PERI{YATAAN PERJAI{JIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

PROVIITSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAI.I KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mer.r,ujudkan manajemen Pemerintah yang efektii transparan dan akuntabei

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibar,vah ini :

Nama : MISNAWATI, A. NGGAI, SE

Jabatan : Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Selanjutnya disebut pihak pefiama

lrlama : MOH.IKHLAS, S.Sos

.Iabatan : Kepala Bic{ang Prasarana,Sarana dan Standarisasi

Selaku atasan piliak pertama. selaniutn,va disebut pihak kedua

Pihak pefiama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Mei 2022

Pihak Perlama
Kedua

S.Sos MISNAWATI, A.NGGAI, SE
Penata Tingkat I

NrP. 19751 017 200801 2 At4

M

NIP. 1964121 198603 1 007

tu





PERI{YATAAN PERJANJIAI{ KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

PROVINSI SULAWESI TEITGAH

PERJAI\JIAN IflI\ERJA TAHUN 2022

Dalam rangka meu,uiudkan manajemen Pernerintah yang efektil" transparan dan akuntabei

sefta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DUDY GLTNAWAI{ ISWANTO, S.SOS, M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan

Seianjutnya disebut pihak pefiama

Nama : MOH.IKHLAS, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana,Sarana dan Standarisasi

Selaku atasan pihak pertanla" selaniutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berianji akan mew-ujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti ,vang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kineria tersebut meniadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan sefia melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 25 Februari 2022

Kedua Pihak

S.Sos ISWANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19630921 198502 1 003

t-

NtP. 1964121 198603 1 007

DT]DY





PERT{YATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

PROVINSI SULAWESI TEITGAH

PERJAI\JTAN KINERJA TAHUN 2022

Daiarn rangka me*ujudkan manajemen Pemerintah yang et-ektii transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada irasil, kami .vang bertanda tangan dibaw.ah ini :

Nama : POLIN, S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Standarisasi. Akreditasi dan Sertifikasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOH.IKHLAS, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana,Sarana clan Standarisasi

Selaku atasan pihak pefiama, selanjutn.va disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan meu'ujudkan tar-{et kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti ,van-q telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung iar,vab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi ,vang akan diperlukan serta melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Mei 2022

Pihak Pedama
Kedua

MOH. S.Sos
Penata I

NIP. 196412 198603 1 001 Nip. 19710921 20A7U 1 019
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rERN YATAA1T PERJAI{JIA1\ KIIYERJA

DII\AS PEMUDA DAI{ OLAH RAGA
PROYINSI SULAWESI TEI{GAH

PERJAI{JIAI\ KI]\ERJA TAHTTN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efeklif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOH. RISMAN,S.Sos., M.AP

Jabatan . Kepala Seksi Ketenagaar dan Organisasi Keolalragaal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SANDRINA LIKE KALffiY, S S

Jabatan : Kepala Bidang Ketenagaan,Organisasi dan Kepramukaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kine{a yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka rnenengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Fihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dan perja4jian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, }{:ei 2022

Pihak PertamaPihak Kedua

2

SANDRINA LIKE KALIEY, S S
Pembina Tingkat I

NIP. 19690726 198903 2 005

MOH. RISMAN,S.Sos.,M.AP
Penata Tingkat I

NrP. 1977071fi 20A7U 1 019





PERNYATAAN PERJANJIAN Ifl1\ERJA
DII{AS PEMUDA DAN OLAH RAGA

PROVII\SI SULAWESI TEI'IGAH

PE,RJANJL{NI KTNERJA TAHUI\ 2022

Dalam rangka mew:ujudkan manaiemen Pemerintah yang etbktif, transparan dan akuntabel

sefia berorientasi pada hasil" kami yang bertarrda tangan dibawah ini :

Nama : ANITA BULO, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan

Selanjutnya disebut pihak perlama

Nama : SANDRINA LIKE KALIEY, SS

Jabatan : Kepala Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan

Selakr"r atasan pihak pefiama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertarna ber.ianji akan mewujudkan target kineria yang seharlrsnya sesuai lampiran

periaqiian ini, dalam rar.rgka mencapai target kinerja jangka menengah seperti ,vang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kineria tersebut menjadi langgung iawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi

terhadap capaian kineria dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalarn

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Februari 2022

Pihak PeffamaPihak Kedua

SANDRINA LIKE KALIEY,SS
Pembina Tingkat I

NrP. i9690726198903 2 005

ANITA BULO, S.Sos, M.Si
Pembina

NlP. 1 9670802 199803 2 404





PERI\YATAAN P ERJAI{JIAI\ KINERJA
I}II{AS PEMUDA DAN OLAH RAGA

PROYI]\SI SULAWESI TENGAH

PERJAIYJIAI{ KIIYERJA TAHUN 2072

I)aiam rangka merrujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntairel

sefia berorientasi pacla hasil, kami yang berlanda tangan dibawah ini :

Nama : NOIiFAL, S.Pd

Jabatan : Kepala Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan

Selaniutnya disebut pihak pefiama

Nan'ra : SANDRTNA LIKE KALIEY, S S

Jahatan : Kepala Bidang Ketenagaan. Organisasi dan Kepramukaan

Seiaku atasan pihak pertama. selaniutnya disebut pihak kedua

Piliak pertama berjanji akan meu,ujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kineria iangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kineri a tersebut menj adi tanggung .i awab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi i,"ang akan diperlukan serta melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu. Mei 2A22

Pihak Pertama
Pihak Kedua

SANDRINA LIKE KALIEY,SS
Pembina Tingkat I

NrP. 19690726 198903 2 00s

NO

NIP. 1 J 11004




